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Kata Pengantar

Dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, terutama dengan adanya
berbagai perubahan kebijakan maupun kebijakan baru Pemerintah Pusat serta
kondisi Indonesia saat inl yang |uga sangat berpengaruh pada pembangunan Kota
Cimahi, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan rencana pembangunan, maka
Perubahan RPIMD ini diikuti dengan perubahan seluruh Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) Tahun 2017-2022.

Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Perubahan Renstra PD Tahun
2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerfa Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Selanjutnya, RKPD akan
menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS memiliki pengertian sebagai rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Agar selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka KLHS Perubahan
RPIMD Kota Cimahi 2017-2022 ini disusun untuk meningkatkan capalan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan melalui pendekatan yang dapat mendeteks|
permasalahan pada tingkat hulu (kebijakan, rencana, dan/atau program).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari
seluruh pihak, kami harapkan KLHS ini dapat menjadi panduan agar target-target
pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Revisi RPIMD ini dapat tercapal
sehingga visi Cimahi 2017-2022 “MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN
BERBUDAYA" dapat terwujud.

Cimahi, Junl 2020
WALI KOTA CIMAHI,

Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.
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1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Pada saat ini, permasalahan lingkungan yang terjadi semakin kompleks mengiringi semakin
meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal,
nasional, bahkan global. Salah satunya terkait dengan terjadinya perubahan iklim (climate change) yang
menyebabkan banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air, serta bencana lainnya. Pada akhirnya,
kondisi ini mendorong munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan-kebijakan
pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan yang berprinsip pada pembangunan
berkelanjutan (sustainable development). Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan ini
diimplementasikan salah satunya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Dalam penyusunan RPJMD diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi
penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program, salah satunya dalam RPJMD. Analisis KLHS memberikan arahan bahwa dalam pembangunan
daerah perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup, sehingga tercipta keselarasan antara
pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunannya. Selain itu, dalam peraturan tersebut
juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan
berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing
daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 7 tahun 2018, KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam
dokumen RPJMD. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa KLHS RPJMD perlu dibuat dan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan
Berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Aspek dalam pembangunan
berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi,
serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan
berkelanjutan dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pencapaian TPB diimplementasikan berupa
kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD agar rencana aksi TPB menjadi terukur dan jelas
dalam periode waktu tertentu.

TPB merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang
bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan
untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. TPB diberlakukan dengan
prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun
yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. TPB terdiri atas 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka
melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada
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tahun 2015. Pada Perpres No. 59 tahun 2017 disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara
yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Oleh karena
itu, perlu dilakukan penyelarasan RPJMD untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan
pencapaian TPB. Dalam penerapan TPB di Indonesia, Pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB
sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
dari pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, indikator TPB yang
merupakan kewenangan pemerintah kota adalah sejumlah 184 indikator.

Dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD, dapat dilakukan Perubahan
dengan dasar pertimbangan tertentu. Pada Tahun 2019, telah dilakukan evaluasi Hasil RPJIMD Kota
Cimahi. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil
kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan
melakukan perubahan RPJMD Kota Cimahi, meliputi:

a. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah instansi Pemerintah Kota Cimahi
Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi memperoleh nilai 63,99 atau predikat
B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi
menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil tersebut, maka salah satu tindak lanjutnya
adalah KemenPAN dan RB melakukan reviu terhadap RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan
Renstra PD untuk memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi
pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (result oriented), memperhatikan
keterpaduan perencanaan (integrated development plan), serta telah dilakukan cascade kinerja.
Hasil dari reviu tersebut menjadi masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan RPJMD dan Renstra
PD.

b. Dalam pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selama beberapa tahun sejak
ditetapkannya Perda RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, terdapat beberapa kebijakan
pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mempengaruhi
perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi
perangkat daerah.

c. Penetapan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 menuntut adanya
dukungan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk Kota Cimahi.
Dukungan kabupaten/kota diarahkan untuk mencapai visi, misi, target pembangunan, dan
prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 — 2023.

d. Substansi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 — 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan substansi
yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini
ditandai dengan:

i) Belum menyajikan kinerja pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMD periode
sebelumnya.
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ii) Belum menyajikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

iii) Belum menyajikan telaahan terhadap kebijakan/isu nasional (antara lain RPJMN);
kebijakan/isu regional (antara lain RPJMD Provinsi Jawa Barat, telaahan daerah sekitar);
dan kebijakan/isu daerah (antara lain RPJPD Kota Cimahi, RTRW Kota Cimahi), KLHS
RPJMD Kota Cimahi.

iv) Belum mencantumkan indikator kinerja Tujuan.

v) Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi di
RPJMD menyajikan program teknis (terkait urusan/fungsi) yang digunakan oleh lebih dari
1 (satu) perangkat daerah. Dengan demikian, tidak jelas indikator kinerja, target dan
pagu anggaran masing-masing perangkat daerah. Seharusnya dengan diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016, maka sudah jelas kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat
daerah dalam menjalankan urusan/fungsi yang diampu, sehingga tidak ditemui sebuah
program teknis dilaksanakan oleh lebih dari 1 perangkat daerah.

vi) Terdapat perbedaan target pada beberapa indikator kinerja sasaran antara yang dimuat
pada Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Cimahi dengan yang
dimuat pada Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi dan Tabel Indikator
Kinerja.

vii) Belum mencantumkan indikator kinerja pada Aspek Daya Saing Daerah.

Dengan uraian di atas, maka RPJMD Kota Cimahi memenubhi syarat untuk dilakukan perubahan, yaitu
adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau perubahan
kebijakan nasional. Perubahan kebijakan pemerintah pusat (nasional) atau provinsi akan mengubah
kebijakan, rencana, dan/atau program pada RPJMD Kota Cimahi. Oleh karena itu, KLHS perlu disusun
kembali untuk memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau
program pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan KLHS RPJMD Kota Cimahi adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4116);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan,
Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan
Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 — 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
22 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 — 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 8, No-Reg Perda Provinsi Jawa Barat: 6-67/2019);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor
134 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018
Nomor 228).

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran KLHS

Maksud pembuatan KLHS RPJMD Kota Cimahi adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program pada Rancangan Perubahan RPJMD Kota Cimahi.
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Sementara itu, tujuan pembuatan KLHS RPJMD adalah memastikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan dan kajian terkait lingkungan hidup telah termuat sebagai dasar penyusunan revisi
RPJMD Kota Cimahi. Adapun kajian lingkungan hidup yang dimaksud, yaitu :
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
Kinerja layanan/jasa ekosistem;
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

-0 o o0 T

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka sasarannya adalah terbentuknya dokumen KLHS
RPJMD Kota Cimahi yang telah memuat prinsip -prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian terkait
lingkungan hidup sebagai dasar dan terintegrasinya kebijakan, rencana, dan/atau program pada
Rancangan Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembuatan KLHS RPJMD Kota Cimahi ini mencakup:

1. Kondisi Umum Daerah
Kondisi umum daerah memuat kondisi awal muatan KLHS berupa daya dukung dan daya tampung
lingkungan, geografis, demografis dan keuangan daerah.

2. Capaian Indikator TPB
Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Pembagian Peran
Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi
masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan
perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

1.5 Tahapan Penyusunan KLHS

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan KLHS RPJMD, KLHS ini disusun dan dilaksanakan
dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pembuat KLHS
Pembentukan tim ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat

Daerah Kota Cimahi bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan
daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup,
beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan
KLHS RPJMD, serta melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pembuat KLHS yang dibentuk wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang memenuhi
standar kompetensi berupa:
a. Kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji;
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b. Pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang
sejenis.

Adapun tugas Tim Pembuat KLHS adalah :
a. Menyusun kerangka acuan kerja;
b. Melaksanakan konsultasi publik;
c. Membuat dan melaksanakan KLHS;
d. Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
e. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
f.  Melaksanakan pendokumentasian KLHS.

2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data
yang mencakup:

a. Kondisi umum daerah, paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung,
geografis, demografis, dan keuangan daerah;

b. Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan, berupa analisis kondisi
pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menghasilkan gambaran kondisi
pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan
skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan

c. Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha,
serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam Pembangunan Daerah.

3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan adalah alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan
Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa
upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang
menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian
tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan
Berkelanjutan menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis
daerah. Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJMD.

4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses
pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD. Penjaminan kualitas terhadap proses
pembuatan KLHS RPJMD dibuktikan dengan:

a. Ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;

b. Jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;

c. Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan

d. Laporan KLHS RPJMD.

Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD dilakukan pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran
strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penjaminan
kualitas KLHS RPJMD ditanda tangani oleh kepala daerah.
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Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam
laporan KLHS. Laporan KLHS memuat informasi tentang:
a. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian;

Pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi;

Gambaran pengintegrasian hasil KLHS;

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
Hasil penjaminan kualitas KLHS; dan

o

Ringkasan eksekutif.

Terhadap KLHS yang dibuat dan dilaksanakan, wajib dilakukan validasi oleh menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya. Untuk dapat dilakukan validasi, penyusun Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program mengajukan permohonan kepada:
a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat
nasional dan provinsi yang telah dilakukan penjaminan kualitas; atau
b. Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi di bidang Lingkungan Hidup, untuk KLHS
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota yang telah dilakukan
penjaminan kualitas.

Permohonan validasi KLHS dilengkapi dengan:

Surat permohonan;

Rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program yang dilaksanakan KLHS;
Laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan

Bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.

o o0 T w

1.6 Ringkasan Perubahan KLHS Revisi RPJMD terhadap KLHS RPJMD

Berikut merupakan ringkasan perubahan dan/atau pemutakhiran (updating) yang dilakukan pada
penyusunan Dokumen KLHS Revisi RPJMD terhadap Dokumen KLHS RPJMD sebelumnya. Perubahan
dan/atau pemutakhiran mencakup beberapa hal, yaitu perubahan/pemutakhiran data dalam muatan
wajib KLHS, capaian TPB, isu prioritas, skenario pencapaian TPB prioritas, rekomendasi, dan struktur
Dokumen KLHS. Ringkasan perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1-1.

Tabel 1-1 Ringkasan Perubahan KLHS Revisi RPJMD terhadap KLHS RPJMD
Kota Cimahi 2017 - 2022

No. KLHS RPJMD 2017 - 2022 KLHS Revisi RPJMD 2017 - 2022
Muatan Wajib KLHS

1 |Muatan LH dianalisis pada tahun dasar |Muatan LH dianalisis pada tahun dasar 2016,
2015 menyebabkan terjadinya perubahan kondisi
DDLH dan kondisi muatan LH lainnya karena
adanya perubahan penggunaan lahan dan
data statistik dasar lainnya.

2 |Terdapat analisis daya tampung beban |Analisis daya tampung beban pencemar
pencemar sungai. sungai tidak lagi disampaikan karena
berdasarkan hasil validasi, model masih
under-estimated.
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Tidak terdapat model proyeksi
penduduk dan implikasinya pada
proyeksi potensi beban pencemar
sungai, proyeksi timbulan sampah, dan
proyeksi timbulan lumpur tinja.

Terdapat model proyeksi penduduk dari
tahun 2016 hingga tahun 2050, sehingga
dapat dimodelkan pula proyeksi potensi
beban pencemar sungai, proyeksi timbulan
sampah, dan proyeksi timbulan lumpur tinja
dari tahun 2016 hingga tahun 2050.

4 |Kerentanan terhadap perubahan iklim |Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
menggunakan data dari SIDIK KLHK. perubahan iklim menggunakan data dari
InaRISK BNPB. Ditampilkan pula analisis
untuk potensi bahaya, kerentanan, dan
risiko dari setiap bencana terkait perubahan
iklim.
5 |Muatan wajib KLHS yang dikaji (3 Muatan wajib KLHS yang dikaji (6 muatan):
muatan): - kinerja jasa lingkungan/jasa ekosistem;
- ambang batas & status DDLH pangan |- ambang batas & status DDLH pangan dan
dan air; air;
- dampak dan risiko LH (analisis kualitas |- dampak dan risiko LH (proyeksi penduduk,
air sungai dan daya tampung sampah); [timbulan sampah & lumpur tinja beserta
- kerentanan terhadap perubahan iklim. |proyeksinya, potensi beban pencemar
sungai dan proyeksinya, kualitas air sungai
(statistik), penurunan muka tanah, dan
lahan kritis)
- efisiensi pemanfaatan SDA;
- potensi dan ketahanan keanekaragaman
hayati;
- kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim.
B |Capaian TPB
1 |Menggunakan data terkait indikator Menggunakan data terkait indikator TPB
TPB tahun 2016 tahun 2018
2 |Terdapat capaian indikator di setiap Capaian indikator dianalisis untuk
OPD. keseluruhan Kota Cimahi, per pilar TPB dan
setiap OPD
C |lIsu Prioritas dan Skenario Pencapaian
1 |Isu prioritas ditentukan berdasarkan Isu prioritas ditentukan berdasarkan
peringkat gap capaian indikator TPB, peringkat gap capaian indikator TPB,
DDDT, serta urusan wajib pelayanan crosscutting TPB dengan isu dari muatan LH,
dasar. crosscutting TPB dengan isu dari perubahan
RPJMD, yang disandingkan dengan isu dari
KLHS RPJMD dan masukan pada saat uji
publik.
2 |lIsu prioritas dianalisis per indikator TPB. |Isu prioritas dianalisis per tujuan TPB.
3 |Isu prioritas: Isu Prioritas:

1. TPB 6: Rank 1, 3, 4, 8 (4 indikator)
2.TBP 1:Rank 2,5,7,9,17,19,29 (7
indikator)

3. TPB 10: Rank 6, 11 (2 indikator)
4.TPB 3: Rank 10, 14, 16, 20 (4
indikator)

6. TPB 4: Rank 12, 13, 15, 18 (4
indikator)

7.TPB 2: Rank 21 (1 indikator)

1. TPB 11: Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan

2. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

3. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

4. TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan

5. TPB 13: Penanggulangan Perubahan Iklim
6. TPB 1: Tanpa Kemiskinan

7.TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai
Tujuan

24




CIMAHI

C )

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 — 2022

No.

KLHS RPJMD 2017 - 2022

KLHS Revisi RPJMD 2017 - 2022

8. TPB 8: Rank 22, 25, 28 (3 indikator)
9. TPB 16: Rank 23, 26 (2 indikator)
10. TPB 11: Rank 24 (1 indikator)

11. TPB 17: Rank 27 (1 indikator)

4 |Terdapat isu strategis di setiap OPD. Peran OPD dianalisis pada TPB yang menjadi

isu prioritas saja.

5 |Alternatif skenario (dengan upaya Skenario diberikan pada Tabel Monev TPB
tambahan dan tanpa upaya tambahan) |dan dirincikan pada setiap outcomes/target
diberikan untuk setiap indikator TPB pada TPB yang menjadi isu prioritas.
dan skenario dengan upaya tambahan
untuk DDDT.

D |Alternatif Rekomendasi

1 Disusun dengan pilihan berupa Disusun berdasarkan TPB pr.ioritas dengan
alternatif skenario dengan upaya b.eberapa rumusan aIternajclf yang dapat
tambahan dan tanpa upaya tambahan. dltempuh untuk mengata5|”gap dan/atau
- Dengan upaya tambahan untuk kesenJa.ngan KRP pada kebijakan dan
permasalahan daya dukung dan daya strategi Perubahan RPJMD.
tampung Kota Cimahi, serta indikator
TPB yang belum mencapai target atau
belum dilaksanakan.

- Tanpa upaya tambahan untuk
indikator TPB yang telah mencapai
target.

E |Rekomendasi

1 |Disusun berdasarkan alternatif Disusun berdasarkan isu prioritas TPB
skenario, yaitu permasalahan terkait dengan beberapa pilihan rumusan yang
daya dukung dan daya tampung serta  |dapat ditempuh untuk mengatasi gap
73 indikator TPB yang menjadi isu dan/atau kesenjangan KRP pada kebijakan
strategis (belum dilaksanakan, belum dan strategi Perubahan RPJMD.
tercapai, dan tidak tersedia data)

2 |Rekomendasi terdiri atas rekomendasi |Setiap gap atau kekurangan yang terdapat
jangka pendek, jangka menengah, dan |pada sasaran visi dan misi Perubahan RPJMD
jangka panjang. Kota Cimahi memiliki rekomendasi dan tidak

dikelompokkan menjadi jangka pendek,
jangka menengah, atau jangka panjang
karena mengikuti periodisasi RPJMD.
Arahan Kebijakan dan Program
Tidak terdapat arahan kebijakan dan - Terdapat arahan kebijakan dan arahan
program program berrdasarkan visi misi
perubahan RPJMD disertai keterangan
bentuk kegiatan dan arahan lokasi
pelaksanaan.
- Nama program dan kegiatan mengacu
pada Permendagri No. 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
G |Struktur Dokumen
1 |Bab 1 Pendahuluan berisi: Bab 1 Pendahuluan berisi:

- latar belakang; dasar hukum;
- maksud dan tujuan; ruang lingkup;
- sistematika pembuatan KLHS RPJMD.

- Latar Belakang;
- Dasar Hukum;
- Maksud, Tujuan dan Sasaran KLHS;
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- Ruang Lingkup;

- Tahapan Penyusunan KLHS;

- Ringkasan Perubahan KLHS Revisi RPJMD
terhadap KLHS RPJMD.

Bab 2 Dasar Teori berisi:
- perkembangan fungsi Kota Cimahi;
- teori perkembangan aktivitas wilayah.

Bab 2 Dasar Teori berisi:

- KLHS;

- RPJMD;

- TPB;

- Ekoregion dan Jasa Lingkungan;

- Teori Perkembangan Aktivitas Wilayah;
- Perkembangan Fungsi Kota Cimahi.

3 |Bab 3 Kondisi Umum Daerah berisi: Bab 3 Kondisi Kota Cimahi berisi:
- kondisi geografis; DDDT; - Kondisi Geografis;
- gambaran keuangan daerah Kota - Kondisi Demografis;
Cimahi dalam pencapaian indikator TPB; |- Kondisi Lingkungan Hidup;
- peran para pihak dalam pencapaiann |- Gambaran Keuangan Daerah;
TPB. - Aspek Daya Saing Daerah.
4 |Bab 4 Analisis TPB berisi: Bab 4 Analisis Capaian TPB berisi:
- indikator belum dilaksanakan dan - Kondisi Umum Capaian Target TPB;
belum mencapai target; - Capaian Target Indikator TPB berdasarkan
- indikator sudah dilaksanakan dan Pilar;
belum mencapai target; - Rumusan Isu Prioritas di Kota Cimahi;
- indikator sudah dilaksanakan dan - Monitoring dan Evaluasi TPB.
sudah mencapai target;
- indikator belum memiliki data.
5 |Bab 5 Analisis Capaian Indikator TPB Bab 5 Analisis Capaian Indikator TPB pada

pada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)

Organisasi Perangkat Daerah:

-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

-Sekretariat Daerah

-Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

-Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

- Dinas Lingkungan Hidup

- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak

-Dinas Kesehatan

- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda,
dan Olahraga

- Dinas Pendidikan

-Dinas Tenaga Kerja

- Dinas Komunikasi, Informasi, Arsip, dan
Perpustakaan

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-Dinas Pangan dan Pertanian

-Dinas Perhubungan

- Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan
Perindustrian
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-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

-Badan Pengelola Pendapatan Daerah

-Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah

-Kecamatan

-Inspektorat

- Kesatuan Bangsa

-Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

6 |Bab 6 Alternatif Skenario dan
Rekomendasi berisi:

- alternatif skenario dan rekomendasi
DDDT;

- alternatif skenario dan rekomendasi
dengan upaya tambahan;

- skenario tanpa upaya tambahan;

- isu strategis prioritas.

Bab 6 Alternatif Skenario dan Rekomendasi
berisi:
a. Skenario Pencapaian Tujuan
Pembangunan Prioritas di Kota Cimahi
- Skenario pencapaian target: kota dan
permukiman yang berkelanjutan; air
bersih dan sanitasi layak; kehidupan
sehat dan sejahtera; berkurangnya
kesenjangan; penanggulangan
perubahan iklim; kemitraan untuk
mencapai tujuan;
- Keterkaitan antar TPB prioritas
dengan TPB lainnya.
b. Rekomendasi KLHS untuk Perubahan
RPJMD Kota Cimahi.
- Arah kebijakan perubahan RPJMD;
- Rekomendasi berdasarkan TPB
prioritas;
- Integrasi dengan RPJMD.

7 |Bab 7 Kesimpulan

Sumber: hasil analisis (2020)
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2 Dasar Teori

2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau KRP. KLHS merupakan amanat yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS
wajib dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau KRP. Kunci dalam penyelenggaraan KLHS adalah analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif. (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

KLHS memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan
mempertimbangkan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun KRP.
Beberapa kemanfaatan yang diharapkan dari KLHS, antara lain: (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
Menguatkan implementasi pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Membantu proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang
wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah;
serta

4. Membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat KRP,
sehingga membantu efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan.

Pelaksanaan KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah
individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi atau lembaga yang mempengaruhi dan/atau
dipengaruhi oleh KRP yang sedang disusun. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan
meliputi: yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari KRP dan yang memiliki informasi
dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi KRP. (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.1.1 Dasar Hukum KLHS

Dasar hukum penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah.
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2.1.2 Pelaksaan KLHS

KLHS dapat dilaksanakan sebelum, bersamaan, atau setelah penyusunan draft KRP. KLHS untuk rencana
pembangunan (RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RPJMD) dilakukan sebelum dokumen tersebut disusun, atau
diistilahkan sebagai ex-ante. (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.1.3 Prinsip Penyelenggaraan KLHS

KLHS bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam melakukan pembangunan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS
yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan
(interdependency), keseimbangan (equilibrium), dan keadilan (justice) di antara pilar dan isu di atas.
(DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

1. Keterkaitan (interdependency)
Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, atau program
yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Nilai ini juga
mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis
antar komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial-ekonomi.

2. Keseimbangan (equilibrium)
Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antara kepentingan
sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan
jangka panjang, antara kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan keseimbangan-
keseimbangan lainnya. Implikasinya, usaha pemetaan ragam dan bentuk kepentingan para
pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.

3. Keadilan (justice)
Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program
yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu dalam masyarakat
karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau
pengetahuan.

2.1.4 Mekanisme Penyelenggaran KLHS

Mekanisme penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (DLH Provinsi Jawa
Barat, 2019)

1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS
Dilakukan oleh penyusun KRP dengan membuat kelompok kerja (Pokja) yang terdiri atas unsur-
unsur pemerintah (biasanya perwakilan organisasi perangkat daerah) dan melibatkan
masyarakat dan para pihak lainnya. Para pihak lainnya dapat berasal dari tokoh masyarakat,
organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi, atau dunia usaha yang dianggap kompeten dalam
KRP yang sedang disusun. Dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS, kelompok kerja dapat
didampingi oleh tenaga ahli dalam penyusunan KLHS.
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2. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS

2.15

Dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja), penyusun KRP, dan pimpinan daerah. Penjaminan
kualitas terdiri atas proses penilaian mandiri dan integrasi KLHS terhadap KRP. Proses penilaian
mandiri adalah proses penilaian terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang telah
dilakukan oleh Pokja, apakah proses yang dilakukan sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan
maksud dan tujuan dari KLHS. Proses integrasi KLHS terhadap KRP adalah proses penilaian
mandiri yang dilakukan oleh penyusun KRP terhadap rekomendasi dari KLHS dan
mengintegrasikannya dalam KRP, apakah rekomendasi KLHS sudah diakomodasi atau
diintegrasikan dalam KRP. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS kemudian akan
dijaminkan kualitasnya oleh penyusun KRP dan pimpinan daerah.

Validasi KLHS

Dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tingkat nasional
dan Gubernur untuk tingkat daerah. Untuk KLHS pada tingkat nasional dan provinsi, dilakukan
validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk KLHS pada tingkat
kabupaten dan kota, dilakukan validasi oleh Gubernur. Proses validasi adalah proses untuk
memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.

Muatan Analisis dalam KLHS

Analisis dalam KLHS bertujuan untuk merumuskan isu pada wilayah kajian KRP. Analisis dilakukan
terhadap kondisi umum dan kondisi khusus dari wilayah tersebut, atau disebut dengan baseline kondisi.
Data baseline kondisi yang dimaksud antara lain berupa: (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

1.

Kondisi umum wilayah kajian.
Muatan ini antara lain menjelaskan tentang kondisi geografis dan administratif dari wilayah yang
dikaji, kondisi kependudukan, kondisi fisik wilayah, dan sebagainya.

Karakteristik ekoregion.

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan
fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem
alam dan lingkungan hidup. Ekoregion dipahami sebagai konsep unit karakter lahan: berperan
sebagai penciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas (constraint) dalam pengelolaan
lahan. Karakteristik ekoregion di setiap pulau/kepulauan telah dideskripsikan dalam Buku
Deskripsi Ekoregion Pulau/Kepulauan.

Enam (6) muatan wajib kondisi lingkungan hidup.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, analisis materi muatan kebijakan, rencana,
dan/atau program paling sedikit memuat kajian:

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.

c. Kinerja layanan/jasa ekosistem.
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d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

4. Muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Kondisi baseline indikator TPB meliputi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan
tata kelola kelembagaan.

a. Kondisi sosial meliputi berbagai urusan yang berkenaan dengan masyarakat atau
kepentingan umum. Jenis urusan yang dikelompokkan pada tema sosial, antara lain
pendidikan; kesehatan; pangan; ketenagakerjaan; pekerjaan umum dan penataan ruang;
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; administrasi kependudukan dan catatan
sipil; komunikasi dan informatika; serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

b. Kondisi ekonomi mencakup energi dan sumber daya mineral; keuangan; perindustrian;
koperasi, usaha kecil dan menengah; pariwisata; penanaman modal; komunikasi dan
informatika; statistik; dan sosial (terkait rasio gini).

c. Kondisi lingkungan mencakup jenis urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perhubungan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, serta kehutanan.

d. Hukum dan tata kelola kelembagaan mencakup jenis urusan ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat, terutama dalam memberikan keadilan dan
penguatan masyarakat yang inklusif; statistik; administrasi kependudukan dan catatan
sipil; dan komunikasi dan informatika.

Pembahasan lebih detail terkait TPB terdapat pada subbab 2.3.

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJIMD merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Penyusunan RPJMD di daerah memerlukan hasil
analisis yang sistematik, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam
penyusunan RPJMD, diperlukan masukan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam
rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program
pembangunan.

2.2.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah memiliki dua orientasi, yaitu orientasi proses dan substansi.
Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah serta bawah atas. Pendekatan teknokratik dalam
perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan

31



PN Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
@ Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 — 2022

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan
menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas
merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan
mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan
holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor
potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses
terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan
spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2.2.2 Tata Cara Penyusunan RPJMD

Terdapat empat tahap penyusunan RPJMD, yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal RPJMD,
perumusan rancangan RPJMD, dan penetapan RPJMD.

1. Persiapan RPJMD
Tahap persiapan RPJMD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun RPJMD; orientasi mengenai RPJMD; penyusunan agenda kerja tim
penyusun RPJMD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD; dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD
Merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan Renstra
Peragkat Daerah.

3. Perumusan rancangan RPJMD
Perumusan rancangan akhir RPJIMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD
menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang
RPJMDtA

4. Penetapan RPJMD.
RPJMD provinsi ditetapkan oleh gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan
wakil gubernur dilantik. RPJMD kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lambat
6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. RPJMD digunakan
sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan
hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi
masa depan. Menurut Brundtland dari PBB, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan
(lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
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Agenda pembangunan berkelanjutan dibuat untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan,
kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan
menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam
menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan
agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium
Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan
194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat
untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan
perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable
Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015,
bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan
Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan
Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan
ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan
bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

TPB 1 :  Tanpa Kemiskinan
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;

= TPB2 :  Tanpa Kelaparan
Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi
yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;

= TPB3 . Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Menjamin  kehidupan yang sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;

= TPB4 . Pendidikan Berkualitas
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta
meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk

semua;

= TPBS :  Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum
perempuan;

= TPB6 :  Air Bersih dan Sanitasi Layak

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi
yang berkelanjutan untuk semua;

= TPB7 . Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan,
dan modern untuk semua;
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= TPBS8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja vyang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

= TPB9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri
inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

= TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan
Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;

= TPB11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan;

= TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

= TPB13 Penanggulangan Perubahan lklim
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya;

= TPB 14 Ekosistem Laut
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber
daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;

= TPB 15 Ekosistem Darat
Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara
lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi
lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

= TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk
semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel,
dan inklusif di semua tingkatan;

= TPB17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 241
indikator (versi Maret 2016) untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Berdasarkan Metadata
Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang
meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 319 Indikator. Komitmen pemerintah indonesia terhadap
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 59

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan
global untuk pembangunan berkelanjutan.
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Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana pencapaian
TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional dan daerah. Untuk
itu, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dalam pencapaian TPB/SDGs sebagai bagian dari
prioritas nasional dan komitmen internasional sehingga harus terintegrasi ke dalam pembangunan
daerah. Tahapan dan proses pencapaian TPB/SDGs di daerah merupakan bagian dari tahapan dan
proses pembangunan daerah itu sendiri, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional.

2.4 Ekoregion dan Jasa Lingkungan
2.4.1 Ekoregion

Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna
asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan
lingkungan hidup. Secara sederhana ekoregion adalah geografis ekosistem, yaitu pola susunan berbagai
ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan wilayah geografis.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan ekoregion
sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat
keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar
ekosistem dalam satu wilayah ekoregion. Suatu ekoregion dapat terletak di dalam beberapa wilayah
administrasi, sehingga salah satu tujuan pendekatan ekoregion adalah untuk memperkuat dan
memastikan terjadinya koordinasi antar wilayah administrasi yang saling bergantung dalam
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mencakup persoalan pemanfaatan, pencadangan
sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, tujuan lainnya dari penetapan
ekoregion adalah agar secara fungsional dapat menghasilkan perencanaan perlindungan-pengelolaan
lingkungan hidup, pemantauan, dan evaluasinya secara bersama antar daerah yang saling bergantung,
meskipun dalam kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan masing-masing oleh dinas
wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penetapan wilayah
ekoregion dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran
sungai, iklim, flora, fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi
lingkungan hidup. Penentuan wilayah dan pemetaan ekoregion dimaksudkan untuk dapat digunakan
dalam berbagai tujuan, yaitu®:

a. Sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b. Sebagai dasar dalam memberikan arahan untuk penetapan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan untuk perencanaan pembangunan yang disesuaikan
dengan karakter wilayah.

c. Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang
mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun persoalan
lingkungan hidup.

d. Sebagai acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem/lingkungan yang
mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain dalam

1 Sumber utama deskripsi ekoregion pada bagian ini adalah buku Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan (KLH, 2013) dan buku
Deskripsi Peta Ekoregion Laut Indonesia (KLH, 2013), kecuali terdapat sitasi tersendiri
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satu ekoregion, sehingga dapat dicapai produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan
yang berkelanjutan.

Penetapan ekoregion dilakukan dengan pendekatan konsep bentang lahan. Menggunakan konsep
tersebut, ekoregion dapat dipetakan berdasarkan kesamaan ciri morfologi dan morfogenesa bentuk
lahan yang ada pada sistem lahan. Aspek morfologi mencirikan bentuk permukaan lahan yang
dicerminkan oleh ketinggian relief lokal dan kelerengan. Sedangkan aspek morfogenesa mencirikan
proses asal usul terbentuknya bentuklahan. Klasifikasi lahan dengan konsep sistem lahan dilakukan
berdasarkan prinsip ekologi yang mengasumsikan adanya hubungan erat yang saling mempengaruhi
antara agroklimat, tipe batuan, bentuk lahan, tanah, kondisi hidrologi, dan organisme. Dengan
diintegrasikan dengan peta iklim dan tipe vegetasi, peta ekoregion dengan pendekatan bentang lahan
dapat mencerminkan sebaran spasial batas ekosistem yang mendekati definisi ekosistem sesuai dengan
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembentukan suatu peta ekoregion dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data, yaitu
peta sistem lahan, peta rupa bumi, peta geomorfologi, citra SRTM, peta curah hujan, dan data sumber
daya hayati. Berbagai data tersebut kemudian digunakan dalam proses pembuatan peta ekoregion yang
terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan dari pembuatan peta ekoregion yaitu pengkajian data
sistem lahan, klasifikasi lahan, kompilasi data, pengisian/pelengkapan data atribut, dan yang terakhir
penyajian peta.

Proses pengkajian data sistem lahan dimaksudkan untuk memperoleh klasifikasi lahan berdasarkan
aspek morfologi dan morfogenesa dengan menggunakan berbagai data pendukung, yaitu definisi
ekoregion berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai acuan utama pendefinisian ekoregion, peta rupa
bumi sebagai peta dasar untuk penyajian ekoregion, citra SRTM dan DTM, serta peta geomorfologi yang
digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi morfogenesa bentuk lahan. Pada tahapan ini,
karakteristik sistem lahan yang dicermati adalah geometri batas sistem lahan, tipe bentuk lahan,
litologi, jenis tanah, pola drainase, dan morfologi lahan. Karakteristik sistem lahan tersebut digunakan
sebagai dasar untuk mengidentifikasi morfologi dan morfogenesa bentuklahan yang digunakan sebagai
satuan pemetaan ekoregion.

Proses klasifikasi bentuk lahan dilakukan dengan berdasarkan morfologi dan morfogenesa sistem lahan.
Morfologi bentuk lahan diidentifikasikan dengan data atribut sistem lahan ketinggian relief lokal dan
kelerengan, sedangkan morfogenesa dengan data atribut tipe lahan, litologi (jenis batuan), jenis tanah,
dan pola drainase. Hasil identifikasi morfogenesa tersebut kemudian diverifikasi dengan peta
geomorfologi. Morfologi bentuklahan diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu 1) dataran, 2)
perbukitan, dan 3) pegunungan. Sedangkan morfogenesa bentuk lahan diklasifikasikan menjadi delapan
kelas, yaitu 1) marin/pantai, 2) fluvial yaitu bentuklahan yang terbentuk dari proses sedimentasi karena
aliran air sungai, 3) fluviovulkanik, 4) karst yaitu bentuk lahan yang terbentuk dari hasil pelarutan batu
gamping, 5) organik/koral, 6) struktural yaitu bentuk lahan yang terbentuk dari proses tektonik, 7)
vulkanik yaitu bentuklahan yang terbentuk dari hasil letusan gunung berapi, 8) denudasional yaitu
bentuklahan yang terbentuk dari proses gradasi dan degradasi yang umumnya pada lahan berbatuan
sedimen.

2.4.2 Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati yang ekosistemnya berupa manfaat baik
langsung (tangible) dan/atau tidak langsung (intangible). Jasa lingkungan dapat merepresentasikan
kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Hal ini berarti bahwa DDDTLH
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merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah
ekoregion. Semakin tinggi atau baik DDDTLH suatu ekoregion, maka ekosistem semakin baik kualitas
dan fungsi ekoregion tersebut menyediakan jasa ekosistemnya (Rigqi, et al., 2019). Setiap wilayah
ekoregion dapat memiliki lebih dari satu tipe ekosistem penghasil jasa lingkungan.

Menurut MEA, jasa lingkungan terdiri dari empat kelompok, yaitu layanan penyediaan, pengaturan,
kultural, dan pendukung (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Layanan penyedia (provisioning
services) berupa jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika,
makanan, air, dll. Layanan pengaturan (regulating services) berupa manfaat yang didapatkan dari
pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi,
pengendalian dampak perubahan iklim, dll. Layanan kultural (cultural services) berupa manfaat yang
tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman
batin, nilainilai estetika dan pengetahuan. Layanan pendukung (supporting services) berupa jasa
ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.
Penjelasan klasifikasi dari keempat kelompok jasa lingkungan ini ditunjukkan pada Tabel 2-1.

Tabel 2-1 Klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Jasa Ekosistem ‘ Definisi Operasional

Fungsi Penyediaan (Provisioning)

1 Pangan Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan
perkebunan untuk pangan, hasil peternakan

2 Air bersih Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya),
penyediaan air dari sumber permukaan

3 Serat (fiber) Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material

4 Bahan bakar (fuel) Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil

Fungsi Pengaturan (Regulating)

1 Iklim Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca
dan karbon

2 Tata aliran air dan banjir Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air,

pengendalian banjir, dan pemeliharaan air

3 Pencegahan dan perlindungan |Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan,

dari bencana erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4 Pemurnian air Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap
pencemar
5 Pengolahan dan penguraian Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan
limbah sampah

Pemeliharaan kualitas udara Kapasitas mengatur sistem kimia udara

Penyerbukan alami Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
(pollination)

8 Pengendalian hama dan Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
penyakit

Fungsi Budaya (Cultural)

1 Spiritual dan warisan leluhur Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur

2 Tempat tinggal dan ruang Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman”
hidup (sense of place) yang memiliki nilai sentimental
3 Rekreasi dan ekoturisme Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik
wisata

37



PN Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
@ Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 — 2022

Klasifikasi Jasa Ekosistem Definisi Operasional

4 Estetika Keindahan alam yang memiliki nilai jual

5 Pendidikan dan pengetahuan | Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan

Fungsi Pendukung (Supporting)

1 Pembentukan lapisan tanah Kesuburan tanah

dan pemeliharaan kesuburan
2 Siklus hara (nutrient) Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3 Produksi primer Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)

2.5 Teori Perkembangan Aktivitas Wilayah

Dalam perkembangan wilayah, pembangunan berkelanjutan mengambil peran sebagai sarana untuk
memberikan arahan dalam perkembangan kewilayahan. Karena pada prinsipnya perkembangan ini
dapat membentuk pola yang teratur ataupun sebaliknya. Perkembangan wilayah dapat terjadi dalam
proses yang berkesinambungan. Wilayah yang berkembang pada awalnya akan mengalami beberapa
proses. Terjadinya perkembangan suatu wilayah dipicu oleh berbagai faktor, yang umumnya didominasi
oleh aktivitas ekonomi. Teori kewilayahan lahir karena dilatarbelakangi oleh pertanyaan ekonomi yang
berupaya untuk menjawab, dimana lokasi lahan yang paling optimal dari segi ekonomi. Karena besarnya
pengaruh ekonomi terhadap kewilayahan, muncul dua model deliniasi wilayah; (1) wilayah secara
fungsional; (2) wilayah secara administratif. Secara politis, wilayah dapat dideliniasi dalam batasan
administrasi yang telah ditetapkan. Namun dari aspek lainnya, wilayah yang memiliki homogrenitas
tidak dapat dipisahkan dan dideliniasi secara langsung mengikuti batasan administrasi. Hal tersebut
yang menciptakan pendeliniasian wilayah secara fungsional.

Kota Cimahi telah mengalami pertumbuhan aktivitas yang cukup pesat hingga saat ini. Secara
administrasi, jumlah penduduk Kota Cimahi tercatat lebih dari 500 ribu penduduk. Namun secara
fungsional, jumlah tersebut dapat terhitung lebih besar. Beberapa bagian wilayah Kota Cimahi tercatat
sebagai salah satu bagian dari Kawasan Metropolitan Bandung Raya. Terbentuknya wilayah secara
fungsional bukan hanya sebagai bentuk proses yang alami karena unsur kesamaan entitas pada satu
wilayah, namun juga dapat muncul karena pergerakan aktivitas.

Perkembangan wilayah Cimahi saat ini telah mengalami transformasi yang sangat berbeda dengan apa
yang dahulu direncakan pada masa kolonial. Kota taman dengan konsep ekologis yang dipertahankan
bergeser menjadi kota yang mengeksploitasi lahan secara masif. Jumlah penduduk yang semakin
bertambah dengan wilayah yang terbatas menjadikan Kota Cimahi rawan akan isu sprawl. Fenomena
tersebut umumnya ditandai dengan perkembangan permukiman skala kecil dengan jumlah yang besar
pada wilayah-wilayah pinggiran. Ludlow (2008) menjelaskan dampak dari sprawl/ tersebut akan
cenderung negatif, seperti peningkatan konsumsi energi, konsumsi lahan dan air, polusi udara serta
banyak dampak lain yang mungkin akan terjadi. Fenomena tersebut terjadi karena adanya respon dari
perkembangan wilayah secara fungsional.

Tulisan dari Wijaya (2015) menunjukkan bahwa, wilayah Metropolitan Bandung Raya telah mengalami
ekspansi lahan terbangun yang sangat pesat. Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan berdasarkan citra
satelit Landsat, eksploitasi lahan telah terjadi hingga mengalihfungsikan lahan-lahan hutan serta
sebagian besar lahan pertanian. Dampak yang sangat terlihat dari adanya isu sprawl/ saat ini di Kota
Cimahi adalah dari kemacetan yang mulai menyebar di beberapa titik, perubahan struktur ruang,
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peningkatan volume buangan dan juga eksploitasi sumber daya yang melebihi daya tampung. Isu
ekologis yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya adalah hal yang paling kritis bagi Kota Cimahi.

Banyak peneliti di dunia yang telah mengangkat isu mengenai spraw/ dan berupaya memberikan saran
terbaik untuk penanganan isu tersebut. Beberapa tulisan menunjukkan bahwa langkah yang banyak
diambil oleh negara-negara di dunia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan
menerapkan konsep yang berlawanan, yakni kota kompak. Konsep kota kompak adalah penerapan
pemanfaatan lahan yang efisien, dengan menerapkan pemanfaatan lahan campuran. Jarak dengan
pusat-pusat aktivitas dipangkas dan disediakan fasilitas transportasi yang memadai.

Tulisan dari Dieleman dan Wegner (2004) menjelaskan bahwa Kota Portland, Amerika Serikat berhasil
keluar dari permasalahan spraw/ dengan menerapkan kota kompak. Mereka berupaya menekan
pertumbuhan perumahan yang tidak tertata dan tanpa fasilitas dasar dan penunjang. Setiap
perkembangan hunian akan diintervensi dengan penerapan kota kompak. Penyediaan fasilitas dasar
dan penunjang serta pusat-pusat aktivitas diupayakan untuk dapat menekan pergerakan dan eksploitasi
lahan berlebihan untuk fungsi hunian. Struktur ruang perkotaan harus diperhatikan untuk
menempatkan setiap fungsi-fungsinya. Penerapan sistem kota kompak dapat ditunjang dengan konsep
hirarki kota pusat oleh Losch (1938) Teori tersebut membagi sistem layanan wilayah ke dalam beberapa
hirarki, dengan beberap fungsi yang disesuaikan dengan skala pelayanannya

Gambar 2-1 Model Hierarki Kota Losch

e Hirarki pertama akan diperuntukkan sebagai fungsi layanan lingkungan. fasilitas yang tersedia
adalah fasilitas untuk skala lingkungan terkecil, seperti pasar lingkungan, sekolah dasar, dan
beberapa fasilitas lainnya;

e Hirarki kedua akan diperuntukkan sebagai layanan untuk fungsi yang lebih besar, dimana
fasilitas yang disediakan dapat melayani beberapa wilayah pada hirarki pertama, seperti hotel,
pusat perbelanjaan, bank dan beberapa pusat hiburan;

e Hirarki ketiga diperuntukkan sebagai wilayah dengan tingkat layanan tertinggi. Pelayanan
tersebut akan mencakup dua hirarki di bawahnya. Pelayanan seperti sekolah tingkat atas dan
tinggi, rumah sakit, pusat bisnis dan beberapa aktivitas skala kota lainnya.

Bentuk yang diilustrasikan oleh Losch adalah bentuk segi enam untuk setiap hirarkinya. Hal ini
dimaksudkan agar masing-masing segi enam tersebut akan diisi oleh beberapa bidang yang lebih kecil,
sehingga sistem layanan dari setiap hirarki dapat maksimal. Bentuk segi enam juga memungkinkan tidak
adanya gap antar pelayanan yang dapat ditinggilkan, karena keseluruahan ruang telah terisi oleh bidang
yang lain. Selain itu, hal lain yang diperhatikan adalah intervensi terhadap pasar tanah. Salah satu hal
yang harus diperhatikan adalah menjalankan fungsi ruang terbuka publik dan hijau oleh pemerintah
(Tim Peneliti Prodi PWK UGM).
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Industri dan permukiman yang berkembang pada daerah pinggiran Kota Cimahi memungkinkan konsep
kota kompak untuk dikembangkan. Konsep kota kompak pada Kota Cimahi dapat dimulai dengan mulai
mengembangkan penggunaan lahan campuran pada daerah-daerah pinggiran kota, wilayah yang
disinyalir mengalami sprawl terbesar. Pengamanan lahan untuk ruang-ruang terbuka hijau dan ruang
publik akan meningkatkan kekompokan bentuk ruang Cimahi, dan akan mengembalikan fungsi kota
taman seperti yang dahulu dirancang. Penataan aktivitas dengan konsep penggunaan lahan campuran
dibarengi dengan pengawasan terhadap struktur ruang kawasan yang telah ditetapkan di dalam
dokumen rencana penataan ruang. Hal ini agar hirarki fungsi dari Kota Cimahi tidak menyebar tanpa
aturan. Fungsi-fungsi dari setiap hirarki harus diperjelas. Agar ekspansi aktivitas dari satu wilayah tidak
serta merta terjadi.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas pada Kota Cimahi secara konstan akan
mempengaruhi daya dukung lahan, dan pada akhirnya akan terlampaui. Daya dukung merupakan
sebuah konsep yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan
lingkungan dengan berorientasi pada keberlanjutan. Pengertian (konsep) dan ruang lingkup daya
dukung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; sedangkan pelestarian daya dukung
lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap
tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Permasalahan turunan yang sangat tampak pada Kota Cimahi adalah terkait dengan eksploitasi
sumberdaya, khususnya sumber daya air. Perkembangan aktivitas dan pertumbuhan penduduk
mendorong peningkatan kebutuhan air bersih di Kota Cimahi. Eksploitasi yang berlebihan terhadap air
bersih adalah salah satu dampak turunan yang dibawa oleh tidak efektifnya perencanaan dan
pengendalian pembangunan. Tulisan dari Wijitkosum (2008) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan
secara langsung antara pengendalian pembangunan dengan efektivitas pemanfaatan sumber daya air.
Pertumbuhan pembangunan yang direncanakan dengan matang akan memberikan penjagaan terhadap
sumber daya. Selain itu tulisan tersebut juga memberikan saran melalui tiga poin utama untuk dapat
mengimbangi pemanfaatan air bersih dalam proses pertumbuhan wilayah: (1) penggunaan air yang
efektif dengan memperhatikan kepentingan penggunaannya; (2) memperbesar cadangan air dengan
berupaya meningkatkan sumber-sumber penghasil (3) reformasi struktur harga untuk dapat menunjang
poin sebelumnya.

Dengan menerapkan konsep pengembangan wilayah yang kompak dan pengamanan terhadap sumber
daya, permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh perkembangan wilayah pada Kota Cimahi tidak
akan memberikan dampak yang signifikan. Selain itu juga permasalahan yang tengah terjadi dapat ditasi
secara bertahap.

2.6 Perkembangan Fungsi Kota Cimabhi

Kota Cimahi mengalami proses transformasi yang panjang dalam hal perkembangan kewilayahan.
Cimahi telah dikenal sebagai kota garnisun sejak masa kolonialisme Belanda. Salah satu momentum
titik awal perkembangan Kota Cimahi dimulai dari adanya rencana dari Gubernur Herman Willem
Daendels, yang memerintahkan pembangunan jalan raya dari Anyer hingga Panarukan yang melewati
Kota Cimahi. Realisasi pembangunan jalan Anyer-Panarukan tersebut berhasil merubah gaya hidup
masyarakat di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, termasuk Cimahi. Karena akses yang langsung
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terhubung dengan Batavia. Pembangunan kawasan-kawasan komersil disepanjang wilayah Bandung
dan sekitarnya berhasil merubah karakteristik Kota Tradisional di wilayah Bandung dan sekitarnya
(Siregar, 1990).
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ambar 2-2 Peta Kota Cimahi dan Kawasan Militer Tahun 1934
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Pembukaan akses sepanjang barat hingga timur Pulau Jawa tersebut ikut melewati Kota Cimahi. Pasca
kekelahan perang yang diderita oleh Belanda atas Inggris, pemerintah Belanda bergerak cepat untuk
mengembangkan pangkalan militer. Kota Cimahi dipilih sebagai pusat militer Belanda dengan
pertimbangan wilayahnya yang sedikit tersembunyi, namun memiliki akses yang baik dari Batavia, serta
adanvya tiga jalur kereta api dan jalan raya pos. Pangkalan militer ini dilengkapi dengan berbagai sarana
penunjang, seperti kompleks perumahan perwira, markas militer, pusat pendidikan militer, barak dan
tangsi. Dengan berkembangnya aktivitas di Cimahi, pemerintah Belanda berupaya mengembangkan
fasilitas penunjang aktivitas militer di Cimahi, seperti industri, sekolah dan tempat ibadah.

Pada masa pendudukan Belanda di Cimahi, pihak kolonial menerapkan perencanaan wilayah dengan
prinsip yang sama dengan negara Eropa pada umumnya. Salah satu urban planner pada era
kolonialisme adalah Thomas Karsten. Karsten mengadopsi sistem perencanaan yang sama dengan kota-
kota di Eropa, dengan penyesuaian kondisi wilayah. Sistem yang diterapkan oleh Karsten adalah
tuinstadkarakter. Model kota taman yang umum digunakan di Eropa. Sistem tersebut dengan rinci
membagi pemanfaatan lahan dengan efisien dan aman. Terdapat dokumen-dokumen yang mengatur
jarak antar bangunan, untuk menyediakan ruang terbuka. Sempadan antar bangunan juga tinggi
bangunan juga dipertimbangkan. Aturan tersebut bukan hanya meningkatkan nilai estetika, namun juga
memberi perlindungan ekologi bagi wilayah. Pada masa kolonialisme Belanda, perkembangan hunian
yang alami oleh masyarakat terus diawasi. Hal ini bertujuan untuk mengamankan lahan pertanian yang
tersedia agar tidak tergerus habis. Dalam sistem jaringan, perencanaan wilayah direncanakan mengikuti
sistem hirarkial fungsi kawasan. Jalan-jalan utama akan menjadi pusat aktivitas (hirarki tertinggi), lalu
menyebar ke jaringan-jaringan yang semakin mengecil yang berbanding lurus dengan tingkatan
hirarkinya.

41



2
2
>
z

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimabhi
Tahun 2017 — 2022

3

g

@

Gambar 2-3 Foto Udara di Sekitar Pusat Militer Kota Cimahi 2017 dan Arah Perkembangannya

Pasca masa kolonialisme, hampir seluruh wilayah di Indonesia fokus terhadap pembangunan kualitas
manusia. Aspek perencanaan wilayah sedikit terlupakan. Termasuk Kota Cimahi. Ketika rezim orde
baru, pembangunan di Indonesia terjadi secara sporadis dan terkesan tak terarah. Hal tersebut
berdampak kepada sektor primer yang semakin tergeser, hilangnya kontrol lingkungan dan munculnya
fenomena-fenomena “tanah tidur” (Firman, 1999). Hal yang sama terjadi pada Kota Cimahi, dimana
ekspansi pembangunan semakin luas terjadi. Hal tersebut cenderung mengarah pada fenomena sprawl/
di Kota Cimahi.

Hingga saat ini Kota Cimahi cenderung berkembang menjadi kota industri dan komersial lainnya. Terjadi
perubahan fungsi kota yang dahulu ditetapkan sebagai garnisun. Pemanfaatan lahan untuk industri dan
permukiman adalah yang terbesar di Kota Cimahi dengan persentase yang telah melebih 50% dari total
luas Cimahi sementara untuk kawasan militer hanya menyisakan sekitar 2% dari total luas Kota Cimahi.
Kecenderungan kota yang mengalami pergeseran fungsi menjadi kota komersial umumnya ditandai
dengan adanya peningkatan eksploitasi lahan non terbangun dengan menggeser aktivitas primer yang
ada di dalamnya.

Peningkatan aktivitas komersil di suatu kota akan mendorong terjadinya peningkatan pemanfaatan
sumber daya untuk melayani aktivitas tersebut. Sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya alam
dan sumber daya manusia. Pada Kota Cimahi, terjadinya peningkatan pemanfaatan lahan untuk
permukiman pasti akan terjadi karena adanya aktivitas komersial yang cukup besar di wilayahnya.
Aktivitas komersial yang membutuhkan sumber daya manusia, secara langsung menjadi magnet
aktivitas bagi penduduk. Adanya kantong-kantong aktivtias di Kota Cimahi tersebut akan dipenuhi oleh
masyarakat, baik masyarakat asli maupun pendatang. Peningkatan aktivitas yang semakin masif terjadi
di Kota Cimahi, akan membawa eksternalitas pembangunan yang apabila tidak dapat dikendalikan
dengan baik akan membawa dampak negatif.
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3 Kondisi Kota Cimahi

3.1 Kondisi Geografis
3.1.1 Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kota Cimahi berada pada koordinat 107°30'38.12" — 107°34'32.15" BT dan 6°55'59.77"
— 6°49'55.53" LS dengan luas wilayah 4.248,10 Ha. Wilayah administrasi di Kota Cimahi terdiri atas 3
Kecamatan dengan 15 Kelurahan, yaitu: Kecamatan Cimahi Utara dengan 4 Kelurahan, Kecamatan
Cimahi Tengah dengan 6 Kelurahan, dan Kecamatan Cimahi Selatan dengan 5 Kelurahan. Luas serta
lingkup wilayah kecamatan di Kota Cimahi ditunjukkan pada Tabel 3-1 dan

Tabel 3-2. Wilayah administrasi Kota Cimahi ditunjukkan pada Gambar 3-1.

Tabel 3-1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Cimahi

No Kecamatan Luas (Km?)
1 Cimabhi Selatan 16,9
2 Cimahi Tengah 10,0
3 Cimahi Utara 13,3
Jumlah 40,2

Sumber : Kota Cimahi dalam Angka 2018 (BPS, 2018)

Tabel 3-2 Lingkup Wilayah Kota Cimahi

Jumlah Jumlah Jumlah
No Kecamatan
Kelurahan RW RT
1 | Cimahi Selatan 5 115 688
2 | Cimahi Tengah 6 110 571
3 | Cimahi Utara 4 87 469
Jumlah 15 212 1.728

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2018 (BPS, 2018)

Kota Cimahi terletak £11 km di sebelah barat Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung.
Pada awalnya Kota Cimahi merupakan sebuah kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten
Bandung, kemudian pada tahun 1975 statusnya ditingkatkan dari kecamatan menjadi Kota
Administratif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota
Administratif. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Cimahi, sejak
tahun 2001 status Cimahi kembali ditingkatkan dari Kota Administratif menjadi Daerah Otonom Kota
yang terpisah dari Kabupaten Bandung berdasarkan UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Cimahi.

Batas wilayah administratif Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

e Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah

Kabupaten Bandung Barat;
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e Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan
Andir Kota Bandung;

e Sebelah Selatan : Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan Kecamatan Margaasih Kabupaten

Bandung;
e Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
Administrasi = |uas

3 Kecamatan Eﬁ::
15 Kelurahan et

'('.' 40,25 KM2

Jumlah Penduduk
[ VoS 586.580 Jiwa
w'

Ketinggian
+/- 600 M dpl
sd. +/- 1.000 M dpl *

Gambar 3-1 Wilayah Administrasi Kota Cimahi

3.1.2 Topografi

Wilayah Kota Cimahi memiliki topografi berupa lembah cekungan yang relatif melandai ke arah selatan
selaras dengan arah aliran air permukaan. Ketinggian wilayah bagian utara mencapai 1.040 m dpl (Kel.
Cipageran Kec. Cimahi Utara), yang merupakan lereng kaki komplek pegunungan Gunung Burangrang
dan Gunung Tangkuban Perahu. Sementara ketinggian wilayah bagian selatan sekitar + 685 m dpl (Kel.
Melong Kec. Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Secara umum, ondisi topografi dan
kemiringan lahan Kota Cimahi dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

a. Tingkat kemiringan (0 — 8)%, terletak di kawasan seluruh Kota Cimahi yang berada pada ketinggian
antara 700 — 850 m dpl.

b. Tingkat kemiringan (8 — 15)%, berada di kawasan utara Kota Cimabhi, yaitu di Kel. Cipageran dengan
ketinggian 850 — 1.075 m dpl.

c. Tingkat kemiringan (15 — 40)%, terletak di kawasan Kec. Cimahi Selatan, tepatnya di perbukitan
Gunung Bohong, Kel. Cibeber dan Kel. Leuwigajah pada ketinggian 725 — 800 m dpl.

Sebagian besar wilayah Kota Cimahi (92,58%) berada di daerah dataran dengan kemiringan sekitar 0-
8% dan hanya sebagian kecil wilayahnya (2,27%) yang memiliki kelerengan curam pada kisaran 25-40%.
Kondisi wilayah yang landai ini berarti bahwa Kota Cimahi memiliki kemampuan lahan yang tinggi dari
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sisi kelerengan dan sesuai dikembangkan untuk berbagai jenis kegiatan seperti pertanian, permukiman,
perdagangan dan jasa, dan sebagainya. Sedangkan untuk wilayah dengan kelerengan curam berarti
bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan lahan yang rendah dan hanya dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan terbatas atau ditetapkan sebagai kawasan lindung karena rawan terhadap ancaman longsor.
Peta kemiringan lereng ditunjukkan pada Gambar 3-2.

Keterangan :

Admantstrasi
5 w  Pusat Peermontahan
’,p Ibukota Kecamatan
Y. Batas Kota
£ 9
s st gt
L commiipen |
)
/
y

Batys Kecamatan
Batins Kelurahan
Batas Kawasan Bandung Utara
Sevtem Jaringan Jalan
Aten Primes w— Jaban Tol
Kolektor Primer 1 - Rol Kereta Apd
Komkace Prienas 2 ~1  Sungal
Jadan Lokal

Kemiringan Lereng
0-8%
8.15

s

Cimahi Selatan Cimahi Tengah Cimahi Utara
I/ W 25-40% 68,69 5,74 17,84
W 15-25% 88,94 6,44 80,11
8-15% 13,6 0 22,3

0-8% 1483,07 977,44 1288,71
Gambar 3-2 Peta Kemiringan Lereng

3.1.3 Hidrologi

Air merupakan sumberdaya yang terbaharui, tetapi ketersediaannya tidak selalu sesuai dengan waktu,
ruang, jumlah, dan mutu yang dibutuhkan. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi telah
meningkatkan kebutuhan air baik domestik maupun guna lahan, serta kuantitas maupun kualitas (Diba,
2015). Berdasarkan Pusair (2012), sumber daya air diklasifikasikan menjadi dua, yaitu air permukaan
dan air bawah permukaan (air tanah).

Kota Cimahi terletak di bagian hulu Sungai Citarum yang merupakan bagian dari daerah cekungan
Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Kota Cimahi dilalui beberapa sungai yaitu
Sungai Cimahi, dengan anak sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum dan Kali
Cisangkan, serta terdapat dua mata air yaitu mata air Cikuda dan mata air Cisintok. Peta aliran sungai
Kota Cimahi ditunjukkan pada Gambar 3-3.
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Gambar 3-3 Peta Aliran Sungai di Kota Cimahi

Kota Cimahi diproyeksikan memililki potensi sumber daya air sebesar 46,71 juta m3 per tahun yang

terdiri atas air permukaan sebesar 33,10 juta m3 dan air tanah sebesar 13,612 juta m3atau sekitar 0,07%

dari potensi air di Jawa Barat.

Untuk air permukaan, potensi Kota Cimahi dapat dilihat berdasarkan Wilayah Aliran Sungai (WAS)
Citarum yang juga mencakup beberapa wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat,
sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 3-4.
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Gambar 3-4 Peta Daerah Aliran Sungai Citarum

Kota Cimahi terletak pada wilayah hidrogeologis Cekungan Air Tanah (CAT) Bandung-Soreang yang juga
mencakup beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Potensi air tanah CAT Bandung-
Soreang diperkirakan mencapai 795 juta m? air bebas (free water) dan 117 juta m? air tertekan (confined
water) (Badan Geologi 2005).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, ditentukan bahwa diperlukan
penetapan zona konservasi air tanah dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah (Pemerintah
Indonesia, 2008). Zona konservasi air tanah terdiri atas: (1) zona perlindungan air tanah yang meliputi
daerah imbuhan air tanah; (2) zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, zona rawan, zona
kritis, dan zona rusak. Di Kota Cimahi, zona pemanfaatan air tanah terdiri atas 5 zona, yaitu: zona aman,
zona aman pada akuifer 50-150 m, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. Zona pemanfaatan air tanah
di Kota Cimahi saat ini didominasi oleh zona pemanfaatan rawan, kritis, dan rusak yang mencakup
50,6% dari total zona pemanfaatan air tanah, sebagaimana tercantum dalam Gambar 3-5.
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Gambar 3-5 Peta Cadangan Air Tanah Cekungan Bandung

(Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Jabar dan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010)

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa zona pemanfaatan air tanah aman pada akuifer 50-150
m memiliki cakupan yang besar dengan luas 1.516,37 Ha. Namun, di sisi lain pemanfaatan air tanah
terbatas pada zona rawan, kritis, dan rusak juga memiliki cakupan yang luas, yaitu sebesar 2050,63 ha
atau mencakup 50,60% dari total luas zona pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi. Pada tabel di atas
dijelaskan bahwa pemanfaatan air tanah pada zona ini dibatasi untuk air minum dan rumah tangga
dengan debit yang berbeda untuk kedalaman yang berbeda pada kisaran 90-260 m3/hari/sumur.
Pemanfaatan air tanah pada zona terbatas ini harus diperhatikan untuk cadangan air tanah yang
berkelanjutan, karena sumber air tanah merupakan sumber air yang terbatas dengan waktu recharge
yang lama dan sulit direhabilitasi ketika sudah terjadi kerusakan.
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3.1.4 Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan
Juni — September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober — Mei. Rata-rata curah
hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan
tanah. Pada elevasi £700-850 mdpl, curah hujan bervariasi antara 1700-3000 mm/tahun, sedangkan
pada elevasi > 850 mdpl hingga puncak pegunungan (+3000 m) curah hujan mencapai 3000-4000
mm/tahun.

Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban
udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata-rata
temperatur udara berkisar 22,70 °C - 23,20 °C. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan
kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0.6 °C setiap kenaikan elevasi 100 m.
Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan, 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam
iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang
dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim
hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1700-4000 mm per tahun dan luar
wilayah 4.052,88 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 — 162,12 juta m? per
tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat
dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

3.1.5 Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kota Cimahi terdiri dari jenis batuan Andesit, Basal, Lava, Tufa Berbatu
apung, Tufa Pasir dan Breksi Tufaan Lava, Batupasir, Konglomerat. Kota Cimahi didominasi oleh jenis
jenis batuan Tufa Berbatu apung dengan luas sebesar 2.682,59 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
Jenis batuan ini memiliki kekerasan lunak di banding dengan jenis batuan andesit, basal dan breksi
tufaan lava, batupasir, konglomerat yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Bahan penyusun jenis
batuan tufa berbatu apung terdiri dari pasir tufaan, lapilli, bom-bom, lava berongga dan kepingan-
kepingan andesitbasal padat bersudut yang berasal dari Gunung Tangkuban Parahu (Pusat Air Tanah
dan Geologi Tata Lingkungan 1973). Peta jenis batuan Kota Cimahi ditunjukkan pada Gambar 3-6.

Berdasakan data dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Bandung tahun 1996, jenis tanah
yang terdapat di Kota Cimahi sangat beragam diantaranya berupa jenis batuan andesit, lempung dan
lempung pasiran, batuanpasir, konglomerat dan batu pasir tufaan, serta lempung tufaan dan lempung
lanauan. Sebaran luasan jenis tanah yang terdapat di Kota Cimahi ditunjukkan pada Gambar 3-7.
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Gambar 3-6 Peta Jenis Batuan di Kota Cimahi
(Sumber: Laporan Pendahuluan FS/Dokumen Perencanaan Pembangunan
Ruang Terbuka Tahun 2019 (DLH, 2019))
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Gambar 3-7 Peta Jenis Tanah di Kota Cimahi

(Sumber: Laporan Pendahuluan FS/Dokumen Perencanaan Pembangunan
Ruang Terbuka, 2019)

3.1.6 Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi tahun 2012-2037 penggunaan lahan Kota Cimahi
terbagi ke dalam 15 jenis guna lahan, di antaranya: kebun, belukar, tanah kosong, kolam, ladang,
lapangan, sawah, taman, pemukiman, industri, gedung, gudang, komersial, kuburan, dan rumput.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebesar 61,99% lahan di Kota Cimahi telah terbangun. Sisanya
38,01% merupakan areal terbuka yang belum terbangun. Pada lahan terbangun, penggunaan lahan

50



PN Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
@ Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 — 2022

terbesar adalah permukiman yang meliputi 42,37% dari total luas lahan Kota Cimahi. Adapun
penggunaan lahan paling kecil adalah sarana perhubungan sebesar 0,06%. Di lahan terbangun terdapat
penggunaan lahan untuk sarana pertahanan dan keamanan sebesar 115,40 ha. Seperti yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada zaman penjajahan Belanda, Kota Cimahi diperuntukkan
sebagai Kota Garnisun yang merupakan pusat pertahanan untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Saat ini
areal tersebut dijadikan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang pertahanan dan keamanan.

Tabel 3-3 Jenis Penggunaan Lahan Kota Cimahi

PK Permukiman 1.676,82 41,37
PM Sarana Perkantoran dan Pelayanan Masyarakat 26,19 0,65
PM8  Sarana Pertahanan dan Keamanan 115,40 2,85
S Sarana Industri/Pergudangan 487,32 12,02
SK Sarana Kesehatan 16,34 0,40
Terbangun SM Sarana Komersial (Perdagangan dan Jasa) 39,57 0,98
SO Sarana Olahraga 45,60 1,13
SP Sarana Pendidikan 89,29 | 2,20
TI Sarana Tempat Ibadah 8,19 0,20
TP Sarana Perhubungan 2,43 0,06
™ Sarana Tempat Wisata 5,20 0,13
Jumlah 2.512,34 61,99
KB Kebun 257,34 @ 6,35
KR Kuburan 27,67 0,68
LD/TG Ladang/Tegalan 452,81 | 11,17
PR1 Jalan 238,23 5,88
PR4  Sungai 8,25 | 0,20

Non -
PR5 = Tubuh Air 22,42 0,55

Terbangun

PR6 = Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 0,81 0,02
SB/PR  Semak Belukar/ Padang Rumput 143,99 | 3,55
SW Sawah 178,51 | 4,40
TK Tanah Kosong/Ruang Terbuka 193,37 4,77
™ Taman 17,15 0,42
Jumlah 1.540,54 38,01
Total 4.052,388 100

Sumber: RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032

Pada lahan non-terbangun, penggunaan lahan terbesar berupa ladang/tegalan yang mencakup 11,17%
dari total luas lahan Kota Cimahi. Adapun penggunaan lahan di areal belum terbangun yang paling kecil
adalah tempat pembuangan sampah sebesar 0,02%. Penggunaan lahan yang merupakan sumber
produksi pangan di Kota Cimahi terdiri atas kebun seluas 257,34 ha, ladang/tegalan seluas 452,81 Ha
dan sawah seluas 178,51 Ha. Total keseluruhan lahan sumber produksi pangan ini adalah 888,66 Ha.
Ruang terbuka hijau di Kota Cimahi berupa taman seluas 17,15 Ha. Selain taman, penggunaan lahan
yang memiliki fungsi ekologis seperti taman adalah kebun seluas 257,34 Ha. Kedua penggunaan lahan
ini memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyerap polusi udara dan daerah resapan air.

Berdasarkan fungsi kota secara umum, jenis kegiatan di Kecamatan Cimahi Utara diarahkan untuk
perumahan, pendidikan, dan pelayanan umum. Jenis kegiatan di Kecamatan Cimahi Tengah diarahkan
untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan, serta pendidikan. Jenis kegiatan di Kecamatan Cimahi
Selatan diarahkan untuk industri, perumahan, pendidikan, dan pelayanan umum. Peta penggunaan
lahan Kota Cimahi ditunjukkan pada Gambar 3-8.
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Gambar 3-8 Peta Penggunaan Lahan Kota Cimahi

(Sumber: Laporan Pendahuluan FS/Dokumen Perencanaan Pembangunan
Ruang Terbuka Tahun 2019 (DLH, 2019))

3.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, jumlah penduduk

Kota Cimahi pada tahun 2016 sebanyak 531.393 jiwa (Tabel 3-4 dan
Tabel 3-5). Kecamatan Cimahi Selatan merupakan daerah terluas mencapai 16,9 km? dengan jumlah
penduduk terbesar yaitu 224.864 jiwa. Kecamatan Cimahi Tengah merupakan kecamatan dengan luas
terkecil sekitar 10 km? dengan jumlah penduduk sebesar 154.826 jiwa. Sementara Cimahi Utara
memiliki jumlah penduduk mencapai 151.703 jiwa. Kecamatan Cimahi Tengah memilik kepadatan
penduduk tertinggi dibandingkan dua kecamatan lainnya yaitu mencapai 15.483 jiwa/km?. Kecamatan
Cimahi Tengah memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi karena penduduk lebih terkonsentrasi
di pusat perkotaan Cimahi dengan keanekaragamannya.

Tabel 3-4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2016

No Kecamatan Luas (Km?) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan Penduduk (jiwa/Km?)
1 Cimahi Selatan 16,9 224.864 13.306

2 Cimahi Tengah 10,0 154.826 15.483

3 Cimahi Utara 13,3 151.703 11.406
Jumlah 40,2 531.393 13.219

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (2019)
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Tabel 3-5 Jumlah Penduduk Setiap Kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan Kelurahan Jumlah Penduduk Tahun 2016 (jiwa)
CIBEBER 26.370

CIBEUREUM 59.088

CIMAHI SELATAN LEUWIGAJAH 43.227
MELONG 62.534

UTAMA 33.645

Kec. Cimahi Selatan 224.864

BAROS 20.273

CIGUGUR TENGAH 45.901

CIMAHI 12.629

CIMAHI TENGAH | KARANGMEKAR 15.809
PADASUKA 37.609

SETIAMANAH 22.605

Kec. Cimahi Tengah 154.826

CIBABAT 51.941

CIPAGERAN 45.448

CIMAHI UTARA | CITEUREUP 36.398
PASIR KALIKI 17.916

Kec. Cimahi Utara 151.703

KOTA CIMAHI 531.393

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (2019)

Kota Cimahi mengalami pertumbuhan penduduk yang positif pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Rata-
rata pertumbuhan penduduk Kota Cimahi setiap tahunnya adalah 1,31 persen. Jumlah yang terhitung
masih tinggi, jika dibandingkan dengan luasan wilayah Cimahi yang hanya sebesar 4.248,10 Ha dan
jumlah penduduk yang telah lebih dari 500 ribu penduduk. Jumlah tersebut menjadikan Kota Cimahi
sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi per kilometer di Indonesia. Pada tahun
2045, jumlah penduduk di Kota Cimahi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang sangat
signifikan. Tekanan penduduk terhadap lingkungan di Kota Cimahi diperkirakan akan semakin besar.
Tekanan populasi akan menyebar di seluruh wilayah di Kota Cimahi. Perkembangan jumlah penduduk
Kota Cimahi Tahun 2012 — 2016 dapat dilihat pada Tabel 3-6.
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Tabel 3-6 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Cimahi dari Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
L 121,105 122,549 | 124,274 | 125934 | 125934
P 120,269 123,440 | 126,063 | 128,431 | 128,431
CIMAHI SELATAN TOTAL 241,374 245,980 | 250,337 | 254,365 | 254,365
SEX.R 100.7 99.28 98.58 98.06 98.06
L 85,559 86,229 87,234 88,012 88,012
P 81,531 82,195 82,442 82,904 82,904
CIMAHITENGAH TOTAL 167,090 168,424 | 169,676 | 170,916 | 170,916
SEX-R 104.94 104.99 105.81 106.16 106.16
L 78,136 70,233 80,517 81,762 81,762
P 75,697 77,275 78,484 79,537 79,537
CIMAHI UTARA TOTAL 153,833 156,508 | 159,001 | 161,299 | 161,299
SEX-R 103.22 102.53 102.59 102.80 102.80
L 284,800 288,011 | 292,025 | 295,708 | 295,708
P 277,497 282,910 | 286,989 | 290,872 | 290,872
KOTA CIMAHI TOTAL 562,297 570,921 | 579,014 | 586,580 | 586,580
SEX-R 102.63 101.80 101.75 101.66 101.66

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Cimahi 2017-2022

Berdasarkan rumus Indeks Kepadatan Penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi yang ideal adalah
sebanyak 389.077 jiwa. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil perhitungan antara luas wilayah dengan
perbandingan penduduk kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk eksisiting dan luas wilayahnya, Kota Cimahi sudah tidak lagi ideal untuk menampung jumlah
penduduk saat ini. Selisih jumlah daya tampung penduduk Kota Cimahi dengan jumlah penduduk
eksisting adalah sebesar 178.780 jiwa. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, mengikuti
perkembangan aktivitas di Cimahi, khususnya aktivitas perkotaan.

Selama kurun waktu 2012 — 2016 Jumlah penduduk Kota Cimahi mengalami peningkatan dari 562.297
jiwa menjadi 586.580 jiwa yang terdiri dari 295.708 penduduk laki-laki dan 290.872 penduduk
perempuan. Pada periode Tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31 persen. Dengan luas
wilayah sekitar 40,20 Km? maka kepadatan penduduk tahun 2015 mencapai 14,592 jiwa/Km? naik
sebesar 1,31 persen dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 14.403 jiwa/km?, kecamatan
dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Cimahi Tengah dengan kepadatan
penduduk 17.092 jiwa/km? angka ini menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 16.967
jiwa/km?. Hal ini terjadi karena karakteristik perekonomian Kota Cimahi yang didominasi oleh sektor
Industri menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang.

Statistik jumlah penduduk di setiap kelurahan (

Tabel 3-5) selanjutnya didistribusikan secara spasial ke dalam sistem grid dengan resolusi 5”x5” (+ 150
m x 150 m). Model distribusi penduduk di Kota Cimahi tahun 2016 ini ditunjukkan pada Gambar 3-9.
Berdasarkan hasil pemodelan, dapat dilihat bahwa wilayah yang memiliki jumlah penduduk per grid
atau kepadatan penduduk yang tinggi berada di wilayah pusat kota dan sekitarnya, yaitu di Kelurahan
Cimahi dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah. Selain itu, wilayah dengan kepadatan
penduduk yang tinggi juga berada di wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung, khususnya di
wilayah Tenggara Kota Cimahi, meliputi Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum di Keccamatan
Cimahi Selatan.
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Gambar 3-9 Model Distribusi Penduduk Tahun 2016 di Kota Cimahi dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)

3.3 Kondisi Lingkungan Hidup
3.3.1 Ekoregion di Kota Cimahi

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu
dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik (Gambar 3-10). Ketiga jenis ekoregion
tersebut masuk dalam kelas ekoregion darat Jawa Barat yaitu pegunungan vulkanik G. Halimun-G.
Salak-G. Sawal (Gambar 3-11).
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Pegunungan vulkanik G. Halimun-G. Salak-G. Sawal merupakan daerah yang berupa kerucut vulkanik.
Ekoregion ini tersusun dari produk letusan gunung berapi berupa perselingan batuan beku ekstrusif dan
material piroklastik. Hasil letusan gunung berapi membentuk bentuk lahan bertopografi bergunung,
berlereng terjal, kemiringan lereng rata-rata 45% dan amplitudo relief > 300 m. Ekoregion ini dapat
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Gambar 3-11 Ekoregion Jawa Barat

ditemukan di bagian tengah dan selatan Jawa Barat.

Ekoregion ini umumnya beriklim tropika basah dengan suhu rata-rata 16-20°C. Curah hujan tahunan
berkisar antara 3.000-4.500 mm. Ekoregion ini memiliki sumber daya air permukaan dan air tanah yang
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melimpah sepanjang tahun, sehingga pegunungan vulkanik berperan sebagai sumber cadangan air yang
sangat besar. Aliran sungai dengan pola radial atau semiradial mengalir sepanjang tahun. Pada tekuk
lereng bawah atau lereng kaki banyak dijumpai mata air artesis dan air terjun. Jenis tanah yang dominan
adalah andosol, latosol, dan litosol. Jenis tanah andosol dan latosol tergolong subur.

Sebagian besar kawasan ekoregion ini masih berhutan lebat. Meskipun begitu, karena kondisi tanah
yang tergolong subur, sebagian kecil wilayah pada beberapa daerah dimanfaatkan sebagai lahan
pertanian. Kondisi iklim yang sejuk dan tanah yang subur menjadikan pemanfaatan lahan di ekoregion
ini berupa pertanian yang didominasi tanaman sayuran dan buah-buahan.

Ekoregion ini berasosiasi dengan jajaran pegunungan vulkanik di Jawa Barat. Sebagian besar kawasan
ekoregion ini masih berhutan lebat dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena sebagian
besar wilayah ekoregion ini berstatus sebagai kawasan konservasi, yaitu Cagar Alam (CA), Taman Wisata
Alam (TWA), Suaka Margasatwa (SM), dan Taman Nasional (TN).

Sebagian besar ekosistem alami pada ekoregion pegunungan vulkanik Jawa Barat adalah hutan hujan
dataran rendah. Namun di Kota Cimahi sebagian besar ekosistem berupa hutan pegunungan pada
tempat tinggi. Ekosistem tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan ketinggian tempatnya, mulai dari
yang paling rendah hingga yang paling tinggi secara berurutan adalah hutan hujan dataran rendah
(kurang dari 1.000 m), hutan sub-pegunungan (1.000-1.500 m), hutan pegunungan (1.500-2.400 m),
dan hutan sub-alpin (lebih dari 2400 m).

Kondisi ekosistem hutan tersebut memiliki pola yang menarik seiring dengan bertambahnya ketinggian.
Dari segi struktur hutannya, secara umum tinggi pepohonan yang menyusun hutan akan semakin
pendek seiring dengan bertambahnya ketinggian, sementara jumlah individu pohon atau kerapatan
hutan akan meningkat seiring dengan bertambahnya ketinggian. Ukuran diameter batang pohon
cenderung semakin kecil seiring dengan bertambahnya ketinggian tempat. Sementara itu, dari segi
keanekaragaman jenis vegetasi, jumlah jenis/spesies tumbuhan akan semakin sedikit seiring dengan
bertambahnya ketinggian tempat dan seiring dengan bertambahnya ketinggian terjadi perubahan
komposisi jenis tumbuhan (Van Steenis, 2006).

Jenis dan jumlah fauna yang dapat ditemukan di ekosistem hutan-hujan dataran rendah menuju hutan
pegunungan juga semakin sedikit seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan oleh
penurunan suhu yang terjadi seiring dengan bertambahnya ketinggian sehingga kehadiran fauna
ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap suhu. Fauna dari kelompok herpetofauna (amfibi,
reptil, dan ular) yang merupakan hewan berdarah dingin banyak ditemukan pada hutan dataran rendah,
namun jarang ditemukan pada lokasi yang tinggi karena tidak dapat beradaptasi terhadap suhu dingin.
Berbagai jenis serangga, burung, dan mamalia dapat ditemukan pada ekosistem hutan pegunungan.
Jenis mamalia arboreal seperti lutung jawa dan owa jawa serta karnivora langka seperti macan tutul
(Panthera pardus melas) serta spesies babi hutan hanya dapat ditemukan hingga hutan
subpegunungan, namun beberapa jenis tikus dapat ditemukan hingga hutan subalpine (Whitten,
Soeriaatmadja, & Afiff, 1996).

Hutan sub-pegunungan terdapat pada ketinggian 1.000-1.500 m, memiliki kondisi vegetasi pepohonan
yang tinggi dan terdiri atas beberapa lapisan tajuk, banyak dijumpai jenis anggrek, liana/tumbuhan
perambat, dan paku-pakuan yang menempel pada batang pepohonan. Zona hutan subpegunungan
biasanya didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan dari famili Fagaceae (Quercus, Lithocarpus,
Castanopsis) Lauraceae, serta jenis Puspa (Schima wallichii), Ki Hujan (Engelhardia spicata), dan
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Rasemala (Altingia excelsa). Selain itu dapat ditemukan pula spesies-spesies lainnya seperti berbagai
jenis dari famili Myrtaceae (BPLHD Jawa Barat, Dokumen Infromasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Tahun 2008, 2008).

Hutan pegunungan terdapat pada ketinggian 1.500-2.400 m, memliki kondisi vegetasi pepohonan yang
tinggi dan terdiri atas beberapa lapisan tajuk namun lebih pendek dibandingkan pepohonan di hutan
sub-pegunungan. Pada zona ini struktur hutan lebih rapat dengan jumlah individu pepohonan lebih
banyak dibandingkan hutan subpegunungan, namun batang pohon secara umum lebih kecil dan mulai
ditutupi oleh lumut. Jumlah total jenis tumbuhan yang ditemukan lebih sedikit jika dibandingkan
dengan hutan sub-pegunungan. Sedangkan tumbuhan dominan yang ditemukan di zona ini diantaranya
adalah Jamuju (Dacrycarpus imbricatus) dan beberapa jenis dari famili Myrtaceae. Selain itu pada zona
ini juga dapat mulai ditemui jenis-jenis tumbuhan yang mengisi zona sub-alpin seperti Eurya obovata,
Rhododendron retusum, Segel (Myrsine affinis) (BPLHD Jawa Barat, Dokumen Infromasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2008, 2008) sehingga zona ini dapat dikatakan zona peralihan
komposisi jenis vegetasi (van Steenis, 2006).

Formasi hutan yang terdapat pada zona paling tinggi adalah hutan sub-alpin (> 2.400 m). Hutan sub-
alpin tersusun atas pepohonan dengan ukuran batang yang kecil, pendek, dan ditutupi oleh lumut yang
tebal, serta hanya terdiri dari satu lapisan tajuk. Keanekaragaman jenis pada zona ini paling rendah
dibandingkan dua zona hutan di bawahnya. Jenis yang mendominasi hutan sub-alpin diantaranya
Cantigi (Vaccinium spp), Segel (Myrsine affinis), dan lirak (Symplocos). Sedangkan jenis tumbuhan lain
yang dapat ditemukan di hutan sub-alpin hanya sedikit, diantaranya Leptospermum flavescens, Myrica
javanica, dan Eurya obovata. Tumbuhan-tumbuhan tersebut biasanya teradaptasi untuk dapat
bertahan hidup dengan cekaman berupa gas sulfur yang berasal dari kawah. Selain itu pada zona sub-
alpin di beberapa gunung biasanya ditemukan padang rumput yang berasosiasi tumbuhan perdu
Edelweis Jawa (Anaphalis javanica) yang terkenal sebagai bunga abadi (BPLHD Jawa Barat, Dokumen
Infromasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2008, 2008)

3.3.2 Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan

Nilai setiap jasa lingkungan disebut dengan Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Perhitungan dan persebaran IJE
untuk setiap jasa lingkungan di Kota Cimahi secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran A.1. Setiap
satu unit wilayah ekoregion memiliki satu jasa lingkungan yang dominan. Jasa lingkungan dominan
dapat dilihat dengan melakukan pemetaan jasa lingkungan maksimum. Jasa lingkungan maksimum
dihasilkan dari perkalian antara luas satu unit wilayah ekoregion dengan setiap nilai IJE yang ada di
dalam wilayah ekoregion tersebut. Nilai yang maksimum dari hasil perkalian tersebut menunjukkan
jenis jasa ekosistem dominan untuk satu unit wilayah ekoregion (BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2017).
Hasil kali IJE dengan luas setiap ekoregion di Kota Cimahi ditunjukkan pada Gambar 3-12. Peta tiap jenis
jasa lingkungan Kota Cimahi ditampilkan pada Lampiran B.

58



‘f“ﬂ Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
A Perubahan RPJMD Kota Cimahi

)
w Tahun 2017 - 2022

3

Ekoregion: W Pangan
A. Dataran Vulkanik ) )
B. Perbukitan Struktural W Air Bersih
C. Perbukitan Vulkanik Serat
Genetik

Kualitas Udara

120000000 = klim
B Mitigasi Bencana
100000000
W Tata Air
£0000000 ® Pemumian
Penyerbukan
60000000 |
® Hama
40000000 | Kehati
m Tanah
20000000 |
B Produksi Primer

W Hara

Gambar 3-12 Hasil Kali IJE dengan Luas Setiap Ekoregion di Kota Cimahi
(Sumber: Hasil analisis 2019)

Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang — Merapi — Raung memiliki nilai jasa lingkungan sangat
tinggi karena wilayahnya yang sangat luas sekitar 85% dari Kota Cimahi. Jasa lingkungan dominan pada
Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang — Merapi — Raung di Kota Cimahi adalah produksi
primer, siklus hara, regenerasi tanah, penyedia pangan, dan pengaturan air dan banjir. Jasa lingkungan
dominan pada Ekoregion Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa di Kota Cimahi adalah produksi
primer, siklus hara, pengaturan mitigasi bencana, pengaturan air dan bajir, dan regenerasi tanah.
Sedangkan jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang — Merapi
—Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, pengaturan air dan banijir, siklus hara, penyedia pangan,
dan pengendalian hama.

3.3.3 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup
3.3.3.1 Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Ambang batas dan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) penyedia pangan dimodelkan secara
kuantitatif melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan kebutuhan bahan pangan, ketersediaan bahan
pangan, dan selisih ketersediaan. Dari ketiga hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan
perhitungan ambang batas untuk menentukan status daya dukung terhadap penyedia pangan. Metode
perhitungan ambang batas dan status DDLH penyedia pangan secara lebih rinci dapat dilihat pada
Lampiran A.2.

Kebutuhan bahan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan
besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian,
yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE). Gambar 3-13 menunjukkan
sebaran kebutuhan energi bahan pangan di Kota Cimahi tahun 2016. Berdasarkan peta sebaran
kebutuhan tersebut, Kota Cimahi memiliki kebutuhan pangan yang cukup tinggi dan tersebar merata di
seluruh wilayah Kota Cimahi. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena
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tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Kawasan dengan nilai kebutuhan nol adalah kawasan
dengan tutupan lahan berupa perkebunan atau sawah/ladang. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan
tinggi berada di sekitar pusat Kota Cimahi dan wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung,
diantaranya adalah Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cigugur Tengah, dan
Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara, serta
Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.

Ketersediaan pangan diperoleh melalui perhitungan menggunakan data produksi tanaman pangan,
perkebunan, dan hasil peternakan. Peta sebaran ketersediaan pangan pada Kota Cimahi ditunjukkan
oleh Gambar 3-14. Hampir seluruh wilayah di Kota Cimahi memiliki nilai ketersediaan rendah, terutama
pada Kecamatan Cimahi Tengah sebagai pusat Kota. Wilayah dengan sebaran ketersediaan pangan
dengan nilai tinggi berada bagian utara dan selatan Kota Cimahi. Wilayah ini didominasi oleh tutupan
lahan berupa sawah, ladang, dan perkebunan, dengan nilai ketersediaan pangan tertinggi berada pada
kawasan sawah. Ketersediaan pangan cukup tinggi berada di Kelurahan Citeureup dan Kelurahan
Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan
Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.
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ambar 3-13 Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016
dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)
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Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih
ketersediaan bahan pangan. Gambar 3-15 menunjukkan peta selisih ketersediaan bahan pangan di Kota
Cimahi. Pada perhitungan hasil selisih ketersediaan, Kota Cimahi didominasi oleh selisih ketersediaan
yang bernilai negatif, terutama pada Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi
Tengah, dan Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan. Nilai
ketersediaan, kebutuhan, dan selisih ketersediaan bahan pangan juga dihitung pada setiap kecamatan
di Kota Cimahi yang ditunjukkan oleh Tabel 3-7. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa secara
akumulasi, selisih ketersediaan bahan pangan di Kota Cimahi bernilai negatif di setiap kecamatan.
Selisih negatif menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah tidak dapat menunjang kebutuhan pangan.
Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan
ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah
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Gambar 3-14 Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016

lain. Jadi, selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

Tabel 3-7 Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, dan Selisih Ketersediaan Energi Pangan di Setiap Kecamatan di Kota

Cimahi Tahun 2016

Energi Bahan Pangan (juta kkal)

KECAMATAN
Ketersediaan Kebutuhan Selisih
Kecamatan Cimahi Selatan 7.776,54 176.579,74 -168.803,20
Kecamatan Cimahi Tengah 4.244,33 121.506,77 -117.262,43
Kecamatan Cimahi Utara 7.190,34 119.114,85 -111.924,50

Sumber: hasil analisis (2019)
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Gambar 3-15 Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016
dalam Sistem Grid 5”x5”

(Sumber: hasil analisis, 2019)

Penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan
energi bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan jumlah penduduk yang penyediaan pangannya dapat
didukung oleh Kota Cimahi. Sebaran nilai ambang batas penduduk untuk bahan pangan terdapat pada
Gambar 3-16. Sebagian besar Kota Cimahi memiliki nilai ambang batas rendah, yaitu pada angka 8
hingga 13 jiwa. Hal ini disebabkan rendahnya ketersediaan bahan pangan, namun terdapat kebutuhan
yang tinggi akan bahan pangan di Kota Cimahi.

Nilai ambang batas digunakan untuk menentukan status daya dukung Kota Cimahi terhadap
penyediaan bahan pangan. Status ini ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk
dengan jumlah penduduk yang terdapat pada lokasi tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih rendah
dari ambang batasnya, maka lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangannya.
Sebaliknya, apabila jumlah penduduk lebih besar dibandingkan nilai ambang batas, atau yang disebut
dengan melampaui ambang batas, maka lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan
pangan. Seperti yang terlihat pada Gambar 3-17, status daya dukung penyedia pangan sebagian besar
telah melampaui ambang batas.
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Gambar 3-16 Ambang Batas Penduduk untuk DDLH Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam

Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)
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Tabel 3-8 Luas Wilayah yang Masih Mendukung Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016
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Gambar 3-17 Status DDLH Penyedia Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016

T Luas Kecamatan Luas Mendukung

(Ha) Ha %
Kecamatan Cimahi Selatan 1.739,95 268,57 15,43%
Kecamatan Cimahi Tengah 1.099,48 81,01 7,36%
Kecamatan Cimahi Utara 1.404,69 105,31 7,49%

63




] Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
@ Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 — 2022

Luas Mendukun
KECAMATAN Luas Kecamatan g
(Ha) Ha %
KOTA CIMAHI 4.244,11 454,89 10,71%

Sumber: hasil analiis (2019)

Dengan adanya tekanan atau pertambahan jumlah penduduk di Kota Cimahi, maka kebutuhan
terhadap bahan pangan juga akan mengalami peningkatan. Dengan menggunakan asumsi bahwa
ketersediaan pangan bernilai tetap (Bussiness As Usual BAU), dilakukan proyeksi nilai kebutuhan
pangan berdasarkan nilai tekanan penduduk yang dibahas pada subab 3.3.4. Nilai hasil proyeksi
kebutuhan pangan setiap kecamatan di Kota Cimahi terdapat pada Tabel 3-9 dengan grafik yang
ditunjukkan pada Gambar 3-18. Sebagai informasi bahwa berdasarkan hasil proyeksi, tahun 2020 sudah
tidak terdapat lahan yang dapat digunakan untuk mendukung dalam penyediaan pangan dengan status
daya dukung penyediaan pangan yang telah melampaui di semua daerah.

Tabel 3-9 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kota Cimahi

Proyeksi Nilai Kebutuhan Pangan (kkal)
Kecamatan
2016 2020 2030 2040 2050
Kec. Cimahi Selatan 7.776,54 | 176.579,74 | 212.172,07 | 245.704,44 283.038,92
Kec. Cimahi Tengah 4.244,33 | 121.506,77 | 125.839,37 | 142.511,38 161.761,30
Kec. Cimahi Utara 7.190,34 | 119.114,85 | 140.537,74 | 174.380,87 217.235,28
KOTA CIMAHI 19.211 417.201 478.549 562.597 662.036

Sumber: hasil analiis (2020)
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Gambar 3-18 Grafik Proyeksi Nilai Kebutuhan Pangan Terhadap Nilai Ketersediaan (BAU) di Kota Cimahi

3.3.3.2 Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

Ambang batas dan status DDLH jasa ekosistem penyedia air bersih dihitung menggunakan sumber daya
air yang berasal dari air permukaan. Metode perhitungan ambang batas dan status DDLH penyedia air
secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran A.2. Perhitungan didahului dengan menghitung
ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem air bersih yang hasil analisisnya menunjukkan tingkat
kebutuhan (Gambar 3-19) dan ketersediaan air bersih (Gambar 3-20). Kebutuhan air bersih yang
dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan. Kebutuhan domestik Kota Cimahi
lebih besar dibandingkan kebutuhan lahan. Kebutuhan air bersih yang tinggi tersebar di tiga kecamatan
dimana sebagian besar terdapat di Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Cigugur
Tengah, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Cibabat.
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Gambar 3-19 Kebutuhan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Tabel 3-10 Nilai Kebutuhan Lahan dan Kebutuhan Domestik di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016

Kebutuhan (m3/tahun)
Kecamatan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan
Lahan Domestik Total
Kecamatan Cimahi Selatan 6.577.634,05 19.441.209,60 26.018.843,65
Kecamatan Cimahi Tengah 2.266.119,00 13.377.744,00 15.643.863,00
Kecamatan Cimahi Utara 6.265.883,28 13.114.396,80 19.380.280,08
Kota Cimahi 15.109.636,33 45.933.350,40 61.042.986,73

Sumber: hasil analisis (2019)

Ketersedian air bersih Kota Cimahi memiliki pola distribusi yang hampir berkebalikan dengan pola
kebutuhan air bersih. Wilayah dengan ketersediaan air bersih tinggi sebagian besar terletak di
Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara tepatnya di Kelurahan Utama, Kelurahan
Leuwihgajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cipageran. Wilayah-wilayah
tersebut memiliki tutupan lahan sawah, pertanian lahan kering, dan perkebunan yang cukup besar
dibanding wilayah kelurahan lainnya. Sementara wilayah dengan ketersedian air bersih rendah
didominasi oleh tutupan lahan terbangun.

Dari nilai kebutuhan dan ketersediaan air bersih selanjutnya dapat diperoleh nilai selisih ketersediaan
air bersih yang ditunjukkan pada Gambar 3-21. Sebagian besar selisih ketersediaan air bersih di wilayah
Kota Cimahi bernilai negatif. Sedangkan selisih ketersediaan air bersih positif paling banyak tersebar
wilayah bagian selatan seperti di kelurahan Baros, Kelurahan Utama, Kelurahan Padasuka, Kelurahan
Cibeber dan Kelurahan Leuwigajah.
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Gambar 3-20 Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”x5”

(Sumber: hasil analisis, 2019)
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Gambar 3-21 Selisih Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016
dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Nilai akumulasi dari kebutuhan, ketersediaan, dan selisih akumulatif air bersih di setiap kecamatan Kota
Cimahi ditunjukkan pada Tabel 3-11. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua kecamatan di Kota
Cimahi memiliki selisih ketersediaan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara akumulatif selisih
ketersediaan air bersih Kota Cimahi sudah defisit, yang artinya jumlah kebutuhan air bersih lebih tinggi
dari jumlah ketersediaan air bersih sehingga air yang tersedia sudah tidak dapat menunjung kebutuhan
air bersih. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu
perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau
ke wilayah lain.
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Tabel 3-11 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, dan selisih ketersediaan energi air di setiap kecamatan di Kota
Cimahi tahun 2016

Air Bersih (m3/tahun)

Kecamatan Ketersediaan | Kebutuhan Total SeI|5|I.1
Ketersediaan
Kec. Cimahi Selatan 15.235.680,03 26.018.843,65 -10.783.163,61
Kec. Cimahi Tengah 9.523.542,07 15.643.863,00 -6.120.320,93
Kec. Cimahi Utara 12.579.185,59 19.380.280,08 -6.801.094,49
Kota Cimahi 37.338.407,69 61.042.986,73 -23.704.579,04

Sumber: hasil analisis (2019)

Dari nilai kebutuhan dan ketersedian air bersih, selanjutnya dapat dihitung nilai ambang batas dan
setatus DDLH penyedia air bersih Kota Cimahi. Ambang batas dihitung melalui perbandingan antara
ketersediaan dan kebutuhan air lahan. Peta ambang batas ditunjukkan pada Gambar 3-22. Peta
ambang batas menunjukkan jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air dari ketersediaan
yang ada di wilayah itu sendiri (closed system).
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Gambar 3-22 Ambang Batas Penduduk untuk DDLH Penyedia Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam
Sistem Grid 5”x5”

(Sumber: hasil analisis, 2019)

Status daya dukung DDLH penyedia air bersih dianalisis berdasarkan hasil perhitungan selisih antara
ambang batas dengan jumlah penduduk yang tinggal di setiap grid. Selisih yang bernilai negatif
menunjukkan ambang batas air bersih dalam grid tersebut telah melampaui, yang artinya bahwa jumlah
penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang
tinggal dalam grid tersebut, dan sebaliknya. Peta status daya dukung DDLH penyedia air bersih
ditunjukkan pada Gambar 3-23.
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Gambar 3-23 Status DDLH Penyedia Air di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Tabel 3-12 Luas Wilayah yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia Air Bersih di Kota Cimahi Tahun

2016
Kecamatan Luas Kecamatan Luas Belum Melampaui
(Ha) (Ha) (%)
Kec. Cimahi Selatan 1.739,95 405,50 23,31%
Kec. Cimahi Tengah 1.099,48 240,18 21,84%
Kec. Cimahi Utara 1.404,69 217,64 15,49%
KOTA CIMAHI 4.244,11 863,32 20,34%

Sumber: hasil analisis (2019)

Berdasarkan peta status daya dukung air pada Gambar 3-23 diketahui bahwa sebagian besar wilayah
Kota Cimahi sudah melampaui ambang batas DDLH penyedia air bersih. Daya dukung melampaui paling
banyak tersebar di Kecamatan Cimahi Utara. Wilayah dengan daya dukung belum melampaui ambang
batas relatif sedikit yakni sekitar 20,34% dari luas Kota Cimahi (lihat Tabel 3-12). Wilayah belum
melampaui sebagian besar terdapat di Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Leuwigajah,
Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Pasirkaliki. Wilayah dengan status daya dukung
telah melampaui memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap wilayah
lain yang memiliki daya dukung belum melampaui. Sehingga wilayah yang belum melampaui tersebut
perlu dipelihara fungsinya sebagai lahan penyedia air bersih karena sangat berperan penting sebagai
sumber penyedia air bersih untuk wilayah lain.

Berdasarkan skenario BAU (Business as Usual) dari data DDLH penyedia air tahun 2045 yang diadopsi
dari “Background Study Kehutanan RPJMN 2019-2024”, diperoleh hasil proyeksi hingga pada tahun
2030 Kota Cimahi masih mengalami defisit ketersediaan air atau jumlah kebutuhan melebihi jumlah
ketersediaan (Gambar 3-24). Pada grafik tersebut terlihat bahwa selisih atau defisit ketersediaan air ini
semakin besar dari tahun ke tahun karena ketersediaan air permukaan semakin berkurang, sementara
kebutuhannya terus meningkat. Penurunan ketersediaan air permukaan ini dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti curah hujan dan tutupan vegetasi seperti hutan. Kebutuhan air yang diperhitungkan
meliputi ketersediaan air untuk domestik dan untuk lahan. Kebutuhan air untuk domestik di Kota
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Cimahi lebih besar daripada kebutuhan air untuk lahan. Kebutuhan air lahan dan kebutuhan air
domestik diproyeksikan terus meningkat dari tahun ketahun. Hingga pada tahun 2070, jumlah
kebutuhan air untuk lahan dapat melebihi jumlah ketesersediaan air atau mengalami kondisi surplus.
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Gambar 3-24 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air dengan Skenario BAU di Kota Cimahi
(Sumber: modifikasi dari Background Study Kehutanan RPJMN 2019-2024)

3.3.4 Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup
(a) Tekanan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang dapat menyebabkan adanya tekanan
terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, analisis tekanan terhadap lingkungan hidup diawali
dengan analisis tekanan atau pertumbuhan penduduk pada waktu tertentu, yaitu berupa model spasial
proyeksi penduduk tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050 (Gambar 3-25). Model proyeksi penduduk ini
diturunkan dari model distribusi penduduk pada tahun 2016 sebagai tahun dasar, dengan
memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk di setiap kelurahan di Kota Cimahi. Metode pemodelan
tekanan penduduk ini dijelaskan pada Lampiran A.3.
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Gambar 3-25 Model Proyeksi Penduduk Tahun: (a) 2020, (b) 2030, (c) 2040, dan (d) 2050
di Kota Cimahi dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Berdasarkan hasil pemodelan proyeksi penduduk dari tahun 2016 ke 2020 hingga 2050, peningkatan
jumlah penduduk banyak terjadi di sekitar pusat Kota Cimahi, yaitu di sekitar Kelurahan Cimahi
(Kecamatan Cimahi Tengah); serta di sekitar wilayah Tenggara Kota Cimahi yang berbatasan dengan
Kota Bandung, yaitu di Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong (Kecamatan Cimahi Selatan).
Kondisi ini dapat merepresentasikan pola tekanan penduduk yang menyebar dari wilayah pusat kota
dan dari wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung sebagai kawasan penyangga dari Kota
Bandung. Dengan kata lain, pola tekanan penduduk ini menyebar ke sekitar wilayah yang pada dasarnya
telah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

Tekanan penduduk di Kota Cimahi ini memberikan dampak tekanan terhadap kondisi lingkungan hidup
di waktu mendatang. Berikut ini, diuraikan beberapa proyeksi dampak tekanan penduduk terhadap
kondisi lingkungan, yaitu dalam hal timbulan sampah, timbulan lumpur tinja, dan potensi beban
pencemar di Kota Cimahi; serta analisis mengenai status daya tampung beban pencemar sungai dan
analisis penurunan muka air tanah di Kota Cimahi.

3.3.4.1 Potensi Timbulan Sampah

Dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, sarana dan
prasarana persampahan yang terbatas dapat menimbulkan permasalahan, seperti masalah kesehatan,
bahaya banjir, pencemaran air bersih, pencemaran tanah, tersumbatnya saluran air, dan permasalahan
lingkungan lainnya. Kota Cimahi menghasilkan sampah hingga 300 ribu ton setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi Tahun 2019, angka timbulan
sampah perkapita untuk kawasan permukiman Kota Cimahi dari hasil sampling ditetapkan sebesar 2,49
liter/org/hari atau 0,48 kg/org/hari dengan berat jenis sampah sebesar 195,57 kg/m?3. Berdasarkan hasil
pengamatan di TPPAS Sarimukti, dihasilkan bahwa proporsi timbulan sampah permukiman Kota Cimahi
adalah sebesar 63% dari timbulan sampah kota. Sehingga proporsi timbulan sampah non permukiman
hanya 37% nya saja dari total sampah kota. Sampah permukiman memiliki komposisi terbesar di
karenakan pola konsumsi dan pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi yang meningkat setiap tahunnya.

Sebaran potensi timbulan sampah dimodelkan dengan menggunakan distribusi penduduk dan jumlah
sampah yang dihasilkan per kapita per hari di wilayah Kota Cimahi, yaitu 0,544 kg/orang/hari. Metode
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perhitungan potensi timbulan sampah dijelaskan pada Lampiran A.3. Hasil pemodelan dari potensi
timbulan sampah di wilayah Kota Cimahi ditunjukkan oleh Gambar 3-26.

Pola sebaran dari potensi timbulan sampah bergantung pada pola distribusi penduduk, karena
pemodelan timbulan sampah hanya mempertimbangkan sampah yang bersumber dari domestik.
Secara spasial, timbulan sampah yang cukup tinggi di Kota Cimahi terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan
yaitu Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum. Terdapat pula timbulan sampah yang cukup tinggi
di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan
Padasuka; serta di Kecamatan Cimahi Utara yaitu seluruh Kelurahan Cibabat, khususnya di Kelurahan
Cibabat yang lokasinya berdekatan dengan Kecamatan Cimahi Tengah. Jika dilihat dari tutupan lahan,
timbulan sampah yang tinggi berada pada wilayah permukiman. Sementara itu, dihasilkan bahwa pada
Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki timbulan sampah yang kecil.
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Gambar 3-26 Potensi Timbulan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”x5"”
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Dengan jumlah penduduk yang tiap tahun semakin meningkat, nilai potensi timbulan sampah yang
dihasilkan juga akan semakin meningkat. Pemodelan potensi timbulan sampah juga dapat
diproyeksikan ke tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050, dengan nilai yang terlihat pada Tabel 3-13.
Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi
timbulan sampah paling besar. Meskipun secara spasial terlihat bahwa hampir sebagian besar wilayah
Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan timbulan sampah yang tinggi, namun apabila
diakumulasikan, peningkatan jumlah timbulan sampah di kecamatan Cimahi Selatan lebih besar.

Tabel 3-13 Timbulan Sampah per Kecamatan di Kota Cimahi 2016-2050

Kecamatan Kelurahan Timbulan Sampah (kg/tahun)
2016 2020 2030 2040 2050
Cibeber 14374,66 | 15854,88 | 20364,64 | 26109,28 33556
Kecamatan -
. . Cibeureum 32161,28 | 34212,16 | 39923,07 | 46572,38 54287
Cimahi Selatan
Leuwi Gajah 23514,94 | 24941,86 | 28789,02 | 33254,18 38430
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Timbulan Sampah (kg/tahun)

Kecamatan Kelurahan
2016 2020 2030 2040 2050
Melong 34030,46 | 35610,24 | 39827,33 | 44525,86 | 49809
Utama 18326,27 | 19177,63 | 21659,9 | 24443,55 | 27635
Total 122407,6 | 129796,8 150564 | 174905,2 | 203717
Baros 11038,3 | 11264,06 | 11763,46 | 12318,34 | 12954
Cigugur

Tengah 24984,83 | 26023,87 | 28857,02 | 31994,82 | 35464
Kecamatan Cimahi 6870,72 | 7245,536 | 8256,288 | 9409,024 | 10735
Cimahi Tengah Karangmekar 8589,76 | 8888,96 | 9681,024 | 10540,54 | 11502
Padasuka 20438,62 | 22160,38 | 27119,49 | 33176,93 | 40569
Setiamanah 12308 | 12903,14 | 14532,42 | 16368,42 | 18443
Total 84230,24 | 88485,95 | 100209,7 | 113808,1 | 129667
Cibabat 28279,3 | 29709,47 | 33810,14 | 38392,8 | 43706
Kecamatan Cipageran 24718,82 | 27707,55 | 36718,37 | 48597,15 | 64489
Cimahi Utara Citeureup 19827,71 | 22047,23 | 28853,76 | 37805,82 | 49606
Pasirkaliki 9746,304 | 10231,55 | 11599,17 | 13143,04 | 14916
Total 82572,13 | 89695,81 | 110981,4 | 137938,8 | 172717
Total 289210 | 307978,5 | 361755,1 | 426652,1 | 506101

Sumber: Hasil analisis (2019)

Dari tahun 2016 ke tahun 2020, timbulan sampah di Kota Cimahi mengalami peningkatan sebesar
6,48%. Sementara itu, secara rata-rata, peningkatan timbulan sampah dari tahun 2020 ke tahun 2050
yang dihitung dengan periode per 10 tahun adalah sebesar 17,87%. Secara spasial, terlihat bahwa
Kecamatan Cimahi Utara mengalami peningkatan timbulan sampah yang cukup signifikan, terutama
dari tahun 2016 ke tahun 2020. Jika dilihat dari nilai potensi timbulan sampah per kecamatan,
peningkatan potensi timbulan sampah paling tinggi terjadi pada tahun 2040 ke tahun 2050 (18,62%).
Secara lebih detail, sebaran dari peningkatan timbulan sampah di Kota Cimahi dapat dilihat pada
Gambar 3-27, serta statistik nilai potensi timbulan sampah dari tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2040

pada setiap kecamatan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 3-28.
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(d) Tahun 2040-2050
Gambar 3-27 Peningkatan Potensi Timbulan Sampah pada Sistem Grid 5”x"”5 Kota Cimahi
Tahun: (a) 2016 — 2020, (b) 2020 — 2030, (c) 2030 — 2040, dan (d) 2040 — 2050
(Sumber: Hasil analisis, 2019)
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Gambar 3-28 Grafik Potensi Timbulan Sampah Setiap Kecamatan di Kota Cimahi
Tahun 2016-2050
(Sumber: Hasil analisis, 2019)

3.3.4.2 Potensi Timbulan Lumpur Tinja

Selain sampah, tekanan penduduk juga akan berdampak peningkatan timbulan lumpur tinja. Lumpur
tinja adalah salah satu air limbah domestik yang dapat menyebabkan degradasi dan pencemaran
lingkungan. Permen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Setempat, Buku 4 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) menetapkan bahwa nilai timbulan lumpur
tinja yang ditetapkan sebagai standar adalah 0,1095 m3/orang/tahun. Sebaran timbulan lumpur tinja
ini juga akan mengikuti pola persebaran penduduk. Dengan menggunakan hasil pemodelan distribusi
penduduk dan tekanan penduduk, maka timbulan lumpur tinja beserta nilai proyeksinya dapat
dimodelkan. Metode perhitungan potensi timbulan lumpur tinja dijelaskan pada Lampiran A.3. Gambar
3-29 merupakan sebaran dari potensi timbulan lumpur tinja di wilayah Kota Cimahi pada tahun 2016.
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Gambar 3-29 Potensi Timbulan Lumpur Tinja di Kota Cimahi Tahun 2016
pada Sistem Grid 5”x5”

(Sumber: hasil analisis, 2019)
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Jika dilihat berdasarkan pola sebarannya, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan yaitu Kelurahan
Melong dan Cibeureum; serta Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur, Karangmekar,
Setiamanah, dan Cimahi memiliki potensi timbulan lumpur tinja yang tinggi. Selain itu, sebagian kecil
pada Kelurahan Cimahi Utara terdapat juga potensi timbulan lumpur tinja pada Kelurahan Cibabat.

Dengan menggunakan tekanan penduduk, potensi timbulan lumpur tinja diproyeksikan ke tahun 2020
hingga 2050 dengan periode per 10 tahun. Tabel 3-14 menunjukkan nilai dari potensi timbulan lumpur
tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2050. Dari tabel, terlihat
bahwa kecamatan yang memiliki tmbulan lumpur tinja terbesar adalah Kecamatan Cimahi Selatan.
Walaupun secara spasial sebagian besar wilayah di Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan
timbulan lumpur tinja yang besar, namun apabila diakumulasikan, peningkatan jumlah timbulan tinja
di Kecamatan Cimahi Selatan lebih besar. Sementara itu, Kecamatan Cimahi Tengah adalah kecamatan
yang memiliki timbulan lumpur tinja paling kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota
Cimahi.

Tabel 3-14 Timbulan Lumpur Tinja Per Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016-2050

Timbulan Tinja (m3/tahun)
Kecamatan Kelurahan
2016 2020 2030 2040 2050
Cibeber 2893,428 | 3191,377 | 4099,133 | 5255,452 | 6750,894
Cibeureum 6473,64 | 6886,455 | 8035,986 | 9374,404 | 10934,12
Kecamatan Leuwi Gajah 4733,247 | 5020,465 | 5794,85 | 6693,625 | 7732,452
Cimahi Selatan | Melong 6849,882 | 7167,87 | 8016,714 | 8962,466 | 10032,72
Utama 3688,836 | 3860,204 | 4359,852 | 4920,164 | 5561,943
Total 24639,03 | 26126,37 | 30306,53 | 35206,11 | 41012,13
Baros 2221,865 | 2267,307 | 2367,828 | 2479,518 | 2602,377
Kecamatan Ci
Cimahi Tengah Igugur
Tengah 5029,116 | 5238,261 | 5808,537 | 6440,133 | 7145,423
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Timbulan Tinja (m3/tahun)
Kecamatan Kelurahan
2016 2020 2030 2040 2050
Cimahi 1382,985 | 1458,431 | 1661,882 | 1893,912 | 2160,764
Karangmekar 1729,005 1789,23 | 1948,662 | 2121,672 | 2312,859
Padasuka 4114,025 | 4460,592 | 5458,794 | 6678,076 | 8156,655
Setiamanah 2477,438 | 2597,231 | 2925,183 | 3294,746 | 3711,174
Total 16954,43 | 17811,05 | 20170,89 | 22908,06 | 26089,25
Cibabat 5692,248 | 5980,124 | 6805,534 | 7727,963 | 8790,879
¢ ; Cipageran 4975,571 | 5577,164 | 7390,922 | 9781,963 | 12969,29
ecamatan
. . Citeureup 3991,056 | 4437,816 5807,88 | 7609,812 | 9973,807
Cimahi Utara
Pasirkaliki 1961,802 | 2059,476 | 2334,759 2645,52 | 3000,519
Total 16620,68 | 18054,58 22339,1 | 27765,26 | 34734,49
Total 58214,14 61992 | 72816,51 | 85879,43 | 101835,9

Sumber: hasil analisis (2019)

Kota Cimahi mengalami peningkatan timbulan lumpur tinja sebesar 6,48% dari tahun 2016 ke tahun
2020. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga tahun 2050, rata-rata besarnya peningkatan timbulan
lumpur tinja dengan periode waktu per 10 tahun adalah 17,87%. Peningkatan timbukan lumpur tinja
paling tinggi terjadi antara tahun 2040 dan 2050, yaitu sebesar 18,62%. Peningkatan potensi lumpur

tinja ini tersebar dengan pola seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3-30.

Peningkatan jumlah timbulan lumpur tinja terlihat signifikan terjadi di Kecamatan Cimahi Utara. Dari
tahun 2016 ke tahun 2020, peningkatan timbulan tinja di Kecamatan Cimahi Utara adalah 8,62%,
sedangkan dari peningkatan rata-rata dari tahun 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10
tahun adalah 24,37%. Grafik nilai timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi di tahun 2015,

2020, 2030, 2040, dan 2050 ditunjukkan pada Gambar 3-31.
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Gambar 3-30 Peningkatan Potensi Timbulan Lumpur Tinja pada Sistem Grid 5”x5” di Kota Cimahi Tahun: (a)
2016 — 2020, (b) 2020 — 2030, (c) 2030 — 2040, dan (d) 2040 — 2050

(Sumber: Hasil analisis, 2019)
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Gambar 3-31 Grafik potensi timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi
tahun 2016-2050
(Sumber: hasil analisis, 2019)

3.3.4.3 Potensi Beban Pencemar Air Sungai

Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi Tahun 2019, sebanyak 100.029
rumah tangga dari 164.903 rumah tangga di Kota Cimahi telah memiliki fasilitas tempat buang air besar
sendiri (60,65%), sementara 4.874 rumah tangga (39,34%) tidak memiliki fasilitas tempat buang air
besar sendiri. Hal ini dapat memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB)
di tempat yang tidak memadai sehingga berpotensi mencemari badan air. Pemerintah Kota Cimahi
terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas sanitasi masyarakat. tahun 2017 mengalami peningkatan
fasilitas tempat buang air besar sendiri yang sebelumnya adalah 41% meningkat menjadi 61%.

Potensi beban pencemar yang dimodelkan pada dokumen ini adalah potensi dari sumber yang dapat
menghasilkan beban pencemar, berasal dari sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan.
Adapun zat beban pencemar yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS untuk sumber domestik dan
pertanian, serta BOD dan COD untuk sumber penggunaan lahan. Metode pemodelan potensi beban
pencemar yang lebih detail terdapat pada Lampiran A.3.

Potensi beban pencemar domestik dianalisis berdasarkan hasil pemodelan distribusi penduduk di setiap
grid dengan mempertimbangkan parameter faktor emisi penduduk, rasio ekivalen kota serta koefisien
transfer beban. Potensi beban pencemar pertanian dan penggunaan lahan (non-titik) dianalisis
berdasarkan pemodelan luas lahan di setiap grid dan faktor emisi zat pencemar untuk setiap jenis lahan.
Lahan yang dimaksud meliputi lahan terbangun dan hutan. Untuk lahan pertanian, yang digunakan
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adalah sawah dan perkebunan/ladang. Potensi beban pencemar total pada masing-masing zat
pencemar BOD, COD, dan TSS diperoleh berdasarkan akumulasi beban pencemar sumber domestik,
pertanian, dan penggunaan lahan. Gambar 3-32 menunjukkan peta sebaran potensi beban pencemar
untuk zat BOD, COD, dan TSS di Kota Cimahi tahun 2016.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa zat pencemar BOD dan COD memiliki pola sebaran yang serupa,
dan sedikit berbeda dengan pola sebaran zat pencemar TSS. Zat BOD dan COD dengan potensi tinggi
berada di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, sebagian wilayah
Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat
dan sebagian wilayah Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Cibeureum,
Kelurahan Melong, dan sebagian wilayah Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan.
Sedangkan untuk zat pencemar TSS, nilai tinggi hampir tersebar merata di seluruh kelurahan kecuali
pada sebagian besar wilayah Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi utara dan Kelurahan Cibeber
di Kecamatan Cimahi Selatan.
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Grafik pada Gambar 3-33 menunjukkan nilai akumulasi setiap zat pencemar di setiap kecamatan di Kota
Cimahi tahun 2016. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan memiliki nilai
potensi beban pencemar paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk zat pencemar,
COD merupakan zat pencemar yang berpotensi memiliki nilai paling tinggi dibandingkan zat pencemar
lainnya untuk setiap kecamatan di Kota Cimahi.

Kecamatan Cimahi Utara

mCOoD

. . mBOD
Kecamatan Cimahi Selatan

[
e

Kecamatan Cimahi Tengah — mTSS
1

12 Ribu kg/hari

Gambar 3-33 Grafik Potensi Beban Pencemar Setiap Zat di Setiap Kecamatan
di Kota Cimahi Tahun 2016
(Sumber: Hasil analisis 2019)

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, potensi beban pencemar Kota Cimahi juga berpotensi
mengalami peningkatan, terumata beban pencemar yang bersumber dari domestik. Peningkatan
potensi beban pencemar di Kota Cimahi dimodelkan untuk tahun 2016 hingga 2050, yaitu dari 2016 ke
2020 dan 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10 tahun. Dari tiga kecamatan yang
terdapat di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi
beban pencemar yang paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sementara untuk jenis zat
pencemar, zat COD merupakan zat pencemar dengan angka tertinggi pada ketiga kecamatan yang ada.
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Secara lebih detail, nilai potensi beban pencemar setiap zat pencemar pada setiap kecamatan di Kota
Cimahi terdapat pada Tabel 3-15.

Walaupun memiliki nilai tertinggi, pada perhitungan rata-rata peningkatan potensi beban pencemar
dari tahun 2020 hingga 2025 dengan periode per 10 tahun, zat COD justru memiliki nilai persentasi
peningkatan paling kecil dibandingkan zat yang lain. Zat yang mengalami presentasi peningkatan
tertinggi pada ketiga kecamatan di Kota Cimahi adalah zat pencemar TSS. Peningkatan zat pencemar
TSS tertinggi terjadi di Kecamatan Cimahi Utara dengan persentasi sebesar 14,84%. Pada Kecamatan
Cimahi Selatan, nilai persentasi peningkatan zat BOD, COD, dan TSS masing-masing secara berurutan
adalah 10,97%; 10,92%; dan 11,55%. Pada Kecamatan Cimahi Tengah, nilai persentasi peningkatan zat
BOD, COD, dan TSS adalah 9,75%; 9,73%; dan 9,90%. Sementara di Kecamatan Cimahi Utara, nilai
persentasi peningkatan zat BOD, COD, dan TSS adalah 13,16%; 13,03%; dan 14,84%. Pola sebaran dari
peningkatan potensi beban pencemar terdapat dalam peta pada Gambar 3-34.

Tabel 3-15 Nilai Potensi Beban Pencemar Per Kecamatan di Kota Cimahi

Kecamatan Zat Pencefnar Tahun
(kg/hari) 2016 2020 2050

BOD 7279,37 7663,34 11422,06
Cimahi Selatan coD 10081,89 10609,83 15778,07
TSS 6372,07 6736,93 10307,72
BOD 4783,05 4999,59 7066,12
Cimahi Tengah coD 6590,25 6887,93 9729,41
TSS 4442,48 4648,68 6611,87
BOD 4847,30 5144,92 8502,30
Cimahi Utara coD 6787,25 7196,48 11812,88
TSS 3690,05 3972,78 7162,30

Sumber: Hasil analisis, 2019
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Gambar 3-34 Peningkatan Potensi Beban Pencemar dari Tahun 2016 ke Tahun 2050
di Kota Cimahi

(Sumber: hasil analisis, 2019)

Kota Cimahi merupakan wilayah yang berada dalam cakupan Wilayah Sungai (WS) Citarum, yaitu pada
dua Wilayah Distrik (WD), yaitu WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung. Dari seluruh luasan
Kota Cimahi, luasan WD Citarum Tengah lebih mendominasi yaitu sekitar 99% dengan hanya 1% dari
luasan Kota Cimahi merupakan bagian dari WD Cekungan Bandung. Selain Kota Cimahi, kedua WD ini
juga mencakup beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Kabupaten
Bandung, dan sebagian kecil Kabupaten Sumedang untuk WD Cekungan Bandung, serta Kabupaten
Bandung Barat, sebagian Kabupaten Cianjur, dan sebagian Kabupaten Purwakarta untuk WD Citarum
Tengah. Hal ini menyebabkan adanya tambahan potensi beban pencemar air sungai pada Kota Cimahi
yang berasal dari beberapa daerah dalam cakupan kedua WD tersebut. Tabel 3-16 menunjukkan nilai
akumulasi dari potensi beban pencemar dari beberapa kabupaten/kota yang wilayahnya tercakup oleh
WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung. Sementara sebagai perbandingan tinggi rendahnya
potensi beban pencemar setiap kabupaten/kota tersebut dapat dilihat pada grafik di Gambar 3-35.

Tabel 3-16 Nilai Potensi Beban Pencemar di Wilayah Kabupaten/Kota yang Berada dalam
WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung

Zat Pencemar (kg/hari)
KABUPATEN
BOD CcoD TSS
Bandung 114.150 161.055 77.477
Bandung Barat 66.106 94.025 39.200
Bogor 128 186 45
Cianjur 47.503 68.100 24.127
Garut 688 1.003 223
Karawang 51 76 -
Kota Bandung 104.500 144.108 96.099
Kota Cimahi 24.403 33.604 22.810
Purwakarta 16.299 23.212 9.433
Subang 128 188 26
Sukabumi 382 543 228
Sumedang 6.762 9.686 3.490
TOTAL 381.101 535.787 273.158

Sumber: Hasil analisis (2019)
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Gambar 3-35 Grafik Potensi Beban Pencemar Setiap Zat di Wilayah Kabupaten/Kota yang Berada dalam WD
Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Dari hasil rekapitulasi nilai potensi beban pencemar berserta grafiknya, terlihat bahwa nilai potensi
beban pencemar tertinggi bersumber dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kedua wilayah ini
berada dalam cakupan WD Cekungan Bandung. Sementara dalam cakupan WD Citarum Tengah yang
mendominasi wilayah di Kota Cimahi, potensi beban pencemar dengan nilai tinggi berada di Kabupaten
Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, yang kemudian di posisi ketiga ditempati oleh Kota Cimahi.
Gambar 3-36 menunjukkan sebaran dari potensi beban pencemar yang ada di masing-masing WD.
Apabila dilihat dari sebarannya, nilai potensi beban pencemar tinggi untuk setiap gridnya justru berada
di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Namun, apabila diakumulasikan, karena luasan kedua kota ini
tergolong kecil, total nilai potensi beban pencemarnya menjadi kecil pula.
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(c) Parameter TSS
Gambar 3-36 Potensi Beban Pencemar Air Sungai di WD Citarum Tengah dan
WD Cekungan Bandung dalam Sistem Grid 30”x30”

(Sumber: hasil analisis, 2019)

3.3.4.4 Kualitas Air Sungai

Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, dilakukan pengukuran
lapangan pada lima sungai di Kota Cimahi duntuk dilakukan analisis kualitas air sungai pada musim
pancaroba dan kemarau. Pengambilan sampling untuk musim pancaroba dilaksanakan pada Bulan Mei
tahun 2019 dan untuk musim kemarau dilaksanakan pada Bulan Agustus 2019.

Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) dihitung dengan menggunakan selisih antara beban
pencemaran aktual dengan beban pencemaran maksimum. Beban pencemar aktual Sungai Citarum dari
Kota Cimahi dihitung berdasarkan konsentrasi pencemar dari anak-anak sungai yang masuk kedala DAS
Citarum. Berdasarkan hasil perhitungan tidak semua parameter dapat ditentukan nilai DTBPA karena
ada beberapa parameter yang tidak memiliki baku mutu atau nilai hasil analisis di lapangan
konsentrasinya nol. Angka DTBPA yang negatif menunjukan bahwa daya tampung beban pencemaran
di sungai sudah melebihi untuk parameter tersebut.

Pada Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, disampaikan hasil pemantauan
di Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum pada musim kemarau dan pancaroba di
bagian hulu, tengah, dan hilir terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu diantaranya yaitu
TDS, TSS, NO3, Zn, BODs, COD, DO, Total P, dan Fecal coli dll. Mutu air berdasarkan hasil perhitungan
pada musim pancaroba dan kemarau dengan menggunakan nilai indeks pencemaran air Sungai Cimahi,
Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum di bagian hulu, tengah, dan hilir termasuk katagori cemar
sedang berat. Tabel 3-17 menunjukkan indeks pencemaran dari sungai di Kota Cimabhi.

Tabel 3-17 Indeks Pencemaran Air Sungai

. Lokasi Musim Pancaroba Musim kemarau
No | Nama Sungai . " . .
Pemantauan | Nilai IP | Status Mutu Air | Nilai IP | Status Mutu Air

Hulu 1.101 Cemar Berat 341,72 Cemar Berat

1 Cimahi Tengah 241 Cemar Berat 7.128,16 Cemar Berat
Hilir 1.102 Cemar Berat 21.455,38 Cemar Berat

Tengah 461 Cemar Berat 24.217,17 Cemar Berat

2 Cisangkan Hulu 1.102 Cemar Berat 23.612,94 Cemar Berat
Hilir 119 Cemar Berat 17.349,97 Cemar Berat

3 Cibaligo Hulu 1.102 Cemar Berat 21.450,97 Cemar Berat
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. Lokasi Musim Pancaroba Musim kemarau
No | Nama Sungai — - — -
Pemantauan | Nilai IP | Status Mutu Air | Nilai IP | Status Mutu Air

Tengah 1.102 Cemar Berat 13.015,45 Cemar Berat

Hilir 1.103 Cemar Berat 72.770,91 Cemar Berat

Hulu 461 Cemar Berat 11.884,16 Cemar Berat

4 Cibeureum Tengah 241 Cemar Berat 7.710,91 Cemar Berat
Hilir 461 Cemar Berat 24.217,92 Cemar Berat

Hulu 1.102 Cemar Berat 1.170,08 Cemar Berat

5 Cibabat Tengah 1.102 Cemar Berat 20.997,65 Cemar Berat
Hilir 1.101 Cemar Berat 77.091,97 Cemar Berat

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi 2019

Hasil perhitungan DTBPA pada Sungai Cimahi menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba
parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BODs, COD, TSS, Nitrit, klorin bebas, dan fenol.
Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cimahi
terdiri dari: TDS, TSS, BODs, COD, Fosfat, Klorin bebas, Zink, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Perhitungan DTBPA pada Sungai Cisangkan menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba
parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BODs, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, kl